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Dalaur Pcraturau Ditcnth ini 1'an:t dinralisud clcttgattt :

i. l)lerah lclalah Dilcralt I(atrLrprtten Kota*'aringin 13at'iti;

'). Kabupaten adalah K:.rbupatcn Kotarvariusin llarat:

L Pcmcrintah Dncrah adallh 13r,rpati dan l)enrngklt I)ucrlit scbagai unsur'

llcnyele nggarur Pertre rirttuhuu l)acralr;

1. I3upati aditlah Bupati Kotar,r'uringin Barat:

5. Dcw,an i)crwakilan l{akyat Daerair Kabupaten Kota*'aringin Barat yartg
sclernjutnl,a' discbut DPRD adalah Lembaga Penvakilan Iiakyat Daerah
sebagai Llnsrlr penyeIenggara Pemerintahan Dacrah;

Rencana Pembarrgunan Jangka Panjang Daerah, yang selarrjutnya
disebr.rt RPJP Daerah acialair dokumen perencanaan untuk periodc 20 (dua
prrlul-r) tahun terhitung sejak tahrin 2006 - 2025:

Renczrna Penrbangunan jangka Menengah Daerah vang selanjutnya
disebut RPJM Dacrah adalah Dokumen Perencanrtan Pembanqunarl
Dacrah untuk periodc 5 (lima) tahun;

Prolram adalah instrumcn kebijakan yang berisi satu atali iebih kegiatart

1,ang dilaksanakan oleli Perangkat Daerah untuk nrc;rcapai sasaratr dan
tujr-ran scrta n-remperoleh alokasi anggaran atau kegiatan nlasyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pelanskal Daerah:

9. Visi urlllah l'Llnrusiur unrLur urcngenai kciidaau 1,ang ciiinginkan pada aiihir
per-iode percncanailu :

N{isi aclalah rllnlLrsall Lmrunl nrengctitti Lrpilyir-Llpil) u )'altg akan
clilaksanakan uutuk nrcrvui udlian visi.
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Pas:rl 2

Vlaksucl clun tLriLran ditctapkanny'a IIPJP Dacrah adalali irntuli rncnrbcriliiln
Irnrh cllui ltcdourart blrgi sciurr-rh kontponcn nri'ls)'r.ilitkltt (pcn:crintali clrtcmit.
nrasvlinrkirt cian ch"rnia usaha) cli dalluri nrervujudkan cita-cita dun tujuatt
ii::e lah scsuai cicngiin visi- nrisi dart aralt pcmbartguirart dacrair 1'ang clisellakiiti
bcrsiinia se i:ingga sclr"rrLrh Lrpil)/a y'ang dilakr.rkan olch ntrsiug-nrasirrg pe laliLr
pcnrbangunan bersilut sinclsis, koorclinatil-dan saling rnclcngkapi scrta saling
rncnrperkuiit sirtr,l deng.an lainuya cli dalanr satu pola sikap dan pola tindak.
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Kotarvaringin Barat.
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l)crtrturun Dlcrah irri nrulai bcrl:.rku pacla tangga! cliunclangkan.

lgut setiill) orang. t-ncngetaltuinya, urcnrerintarhkan pcngundangan
l)craturittt Dacl'ah ini dcngirn pencnrpatanrrya dalarn I-cribaril Dac}alr
K:rbupatcn Korarvaringin Ilarat.

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal l6 lvlci 2006

PIt. SBKRtrTARIS DAEI{AH KAI}UI]ATEN
KOTAWARINGIN BARAT,

Drs. I(USNAN ARI.,\DY N.
NIP. 010 072120

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TAI-IUN 2006. NOMOR : 10.

Ditctapkan cii Pangkalan lJun
pacla tanggal Mei ?006

l] U I'A'll KOTAWr\ ltt NC I N IL\IIA'I,

KOTAWARINGIN BARr\T
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa latar belakang pembentukan

daerah dapat menjadi sumber inspirasi awal dalam rangka perumusan Visi

pembangunan daerah. Oleh karena itu relevan untuk diketahui sejarah

singkat Pembentukannya.

pembentukan Kabupaten Kotawaringin Barat ditinjau dari aspek sejarahnya;

pertama.. sdiak awal pendiriannya telah terbentuk Kabupaten bersamaan

dengan berakhirnya perang revolusi dan disusul dengan pengakuan

kedaulatan oleh Belanda tgl.27 Desember 1949 lahirlah Kabupaten

Kotawaringin dengan ibu foti Sampit. Kelahiran kabupaten baru ini

dikukuhkan dengan Undang Undang No.22 tahun 1948'

Bahwa Kota Waringin merupakan sebuah Daerah Swapraja, dalam posisi

sebagai Daerah Swapraja, maka Kotawaringin Barat terbagi menjadi

beberapa Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Asisten Wedana atau

Kiai yang dikemudian hari disebut camat, dengan 4 (empat) wilayah

kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Arut Selatan ibukotanya Pangkalan Bun.

2. Kecamatan Kumai ibukotanya Kumai.

3. Kecamatan Sukamara ibukotanya Sukamara.

4. Kecamatan Bulik ibukotanya Nanga Bulik.

Kemrrdian dalam perkembangan selanjutnya, bahwa Kabupaten

Kotawaringin Barat diresmikan oleh Gurernur Tjilik Riwut bertindak a.n.

Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia pada tanggal 3 Oktober 1959'

yang peresmiannya di Balai Sembaga Mas Pangkalan Bun dan C. Mihing

sebagai Bupati Kepala Daerah. Bahwa dalam sejarah Kabupaten

Bab 1



Kotawaringin Barat merupakan Bupati yang pertama dengan ditugas utama

dalam rangl<a mempersiapkan menyambut lahirnya daeralr ini sebagai

Krabupaten. Bupati C. lviihing mengal<hiri tugasnya pada tanggal 22 Maret

'1960, karena mendapat tugas baru dipindahkan sebagai Bupati Kepala

Daerah Kab. l(otawaringin Timur di Sampit. Sebagai penggantinya J.C.

Rarngkap diangkat pada Tanggal 17 Juli 1957, yang bertcpatan pula

vrakiunya dengan peletakl<an batu pertarna peml angu;trn Pihandut

(Palanal<ara1,a) sebagai lbul<ota Propinsi l(;:lirranlan Tcngah olch Preside;r

Ir.cpLrbli!< lirc-icnesia lr S';e!<arno yang slli;..j:.rr-is pLrla iclair Ciundangl<an;ra

..il'no;rn hrorrtor 2'i I 1957 inriciqcl 23 i\:ici 1957. ilinta:i,-ir ciacral-i ini,

s';bclurrtitya i.ciriiasuk bagran dari Propinsi lialinrarria;i Stia[air. i(arcna iiu

sejarah Propinsi Kalimantan Tengah erat kaitannya dengan sejarah

l(alimantan Selalan khususnva, dan sejarah Kalimantan pada umumnya;

kedua'. konsekrvensi ditetapkannya Undang-Undang Nolnor 5 Tahun 2OO2

ientang Pembentukan l(abripaten Katingan, Kabupaterr Seruyan,

Kaburpaten Sukamara, Kabupaten _Lamandau, Kabupaten Gunung trrlas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaien

Bariio Timur di Propinsi Kalimantan Teng::h (Lembaran Negara

Republil< lncionesia Tahun 2C02 itlomor 13, Tanrbahan Lembaran i.legara

Republik Indonesia Nomor 4180);

Dengan demi(ian, bahwa latar belakang pembentukan Kabupa'.cn

Koiav.'aringin Barat bai!< dilatar belakangi sejarah (desakan ltedaulatair

berdasarhan karakteristik obyektif daerah); tuntutan keadiian dan

pemerataan pembangunan merupakan desakan kebutuhan dalam rangka

percepatan liemajuan suatu daerah ser-ia pencjcitatan pelay6ln3n kepada

masyarakat sesuai dengan kondisi, asi-.irasi obyektif setempar^ melalui

prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. sejalan degan itu pula,

diikuti dengan dinamika sosio-budaya dan pembangunan pada masa

pemerintahan transisi yang pada al<hirni,a ditetaplian dengan Undang-

undang merupal<an wuiud nyrata i:splrasi rnasvarakat l(obar telah te rpenuhi.

A.lia sesuaiu ltai \/ang sanSat nicn;:lil< cJalail aspcl< sctrrai't plmbcntul<!<an

l(abupaten ini, yaitu pada saat berakhirnya perang revolusi. Ticjak dapat



dimungkiri bahwa namanya perang revolusi adalah merupakan perjuangan,

bahkan dalam perjuangan memerlukan pengorbanan berupa material,

inrmaterial bahkan menghilangl<an nyawa. Diiengrit pengoi'banan pada

masa itu telalr bergulir perekat sosial yaiig n,.rnjadi i-iekuatan besar" milil<

bersama masyarakat daerah Kobar dan sangat berarti peranannya dalam

proses mencapai kemerdekaan Republik Indonesia sefia tei-bentuknya

Kotawaringin Barat menjadi l(abupatcn be;-sama-sama dengan

ierbentukn),a provinsi Kalimantan tengah. Pcrel<at sosial dimaksud seperii:

Bahaum = berunding = musyawarah; Batomu miyadi selaman = bertemu

saudara sekampung. Ungkapan kata-kata iersebut sangat bermakna darr

rnampu membangkitkan rasa persatuan dan l<esatuan.

1.2- Pengertian Renacan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

cjan Proses Penyusunan

tl Pengertian RPJP

Rencana Pembangunan Jangl<a Panjang Daerah, yang selanjutnya

disingl<at RPJP Daerah adalah dokumer, perenri;taan pcriode 20 (dua

puluh) tahun.

u Proses penyusunan RPJP Daerah

Proses pehyusunan RPJP Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

melalui tahapan sebagai berikut :

Part*na'. Pcnyiapan Rancangan a'r,ri l?PJP Dacieh, dinrana i<egiaian

dibuiuirkan mendapat gambaran Visi, iriisi, Can arah penrbangunan

daerah;

Kedua: rnusyawarah perencanaitn pembangunan (Musrenbang)

jang!<a panjang daerah dengan menghadirkiln para pemang!<ur

kepentingan (stakeholclers) terhadap rancangan P.pip Daerah;

Ketiga. penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah, dimana seluruh

nrasukkan dan komitmen hasil Musrenbang jangka panjang Daerah

menjadi masukkan utama penyempurnaan RpJp Daerah, menjadi

rancangan akhir RPJP Daerah,

l(eempat: penetapan RP-rP Daerah, irntana RpJp Daei-ah.



1.3- Maksud dan Tujuan

RPJP Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk jangka vraktu 20 tahrrn ke depan,

ciitetapkan dengan mal<sud mentberikan arah sekaligus nreitjadi acuan bagi

scluruh l<omponen marsyaraltat (pemcrintah daerah, inasyaraliat dan clunia

usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi,

misi, dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama, sehingga

seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan

bersifai 'inergis, koorciinatif dan saling melengl<api serla salin3 nremperkuai

satu dengan lainnya di dalam satu pola sil<ap dan pola tindak.

1.4. LanCasan Uultum

sebagai landasan hukum penyusunan Rencana pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Kabupaten Kota -Waringin Barat:

A. Undang-undang

1. Amandemen (4) UUD 1945.

2. Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 pilpres Langsung.

3. Undang Undang 17 tahun 2003 Keuangan Negara.

4. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 t:ntang Undang-Undang No. 15

Tahun 2004 teniang Penreril<saan pengelolaan cian Tai-rg3unr

Jawab l(euangan Negara.

5. Undang Undang 32 tahun 2004 pemerintahan Daerah.

6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2oo4 tentancl perimbangan

l(euangan antara Pemerintah pusat clan pemerintah Daerah

7. Undang Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan

Pembangunan Nasional.

B. Unciang-Undang Nomor 21 I igs7 tanggal 23 lVlei lgs7
Pembentukan Propinsi Kalimantan T:ngah

9. Undann-undang fJo. 22 iahun 1g.'rg l(ota warincin nre rr:Dal<ai.r

sebuah Daerah Srr.,apraja.
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10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang -

undang darurat nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentlltan Daerah

Tingkat ll di Kalinrantan

11.Undang-undang Undang-undang Rl Nomor 5 Tahun 2002 Tentang

Pembentukan Kabrpaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

I(abupaten Pulang Pisau, l(abupaien Murung Raya, dan l(abupaten

Barito Timur di Provinsi l(alimantan Tenqah.

B. Peraturan Pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Perryelenggaraan Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

C. Surat Edaran ll4onteri:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ Tanggal 11

Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokurnen RPJP Daerah

dan RPJM Daerah.

D. RPJP Propinsi Kalimantan Tengalr 2A06-2025

1. Peraturan Daerah Propinsi Kalinrantan Tengah nornci': 11 Tahun

2005 tentang tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

2. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah nomor:12 Tahun

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangl<a Panjang Daerah

Irropinsi fialimanian engah Tahun 2CC6 - 20?5.
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1.5. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokunren Perencanaan Lainnya

Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan

dokumen perencanaan, bahvra secara hakiki datam rangka pengendalian

evaluasi data informasi mendapat dukungan dari tiga aspek yang saling

berl<aitan, yaitu:

a. Aspek Produ!< perencanaan

Adalalr sebagai produk perencanaan merupakan dol<umen rencana

yang titcnrilil<i dua din:::nsi, yaiiu pertama. di,llcrrsi vvaklri tyangkut

ja;rglla Pa;r1ang (?-i) T:rhunln), Jan3ka ftlcncn3ah (5 i';:ltun) rJan

l-,cr-rr!cl< (T;:irtir;i:n); l<ccir-ra. c!ititc:tsi acltii;:tisLri:flf ntcrirpal<alt iiisip cJatcrah

rlrn ar::i.-. rrl::icnal \,;:no Sanslei slcrrifilian delenr ;;1;-.r'i'.a pcilLtc"iltrnsian

kegiatan masa lalu dan prediksi masa yang akan datang.

b. Aspek Cperdsional

Dari sisi operasional dapat menjadi media komunikatif infoimasi

pembangunan dan pengukuran kinerja, yaitu:

1. Koordinasi antar pelaku pembangunan:

2. Partisipasi masyaral<at dalam proses peni,usrttn perencanaan

pernbangrrnan (para stal<eholders).

3. l(onsistensi antai-a rencana versus anggaran.

4. Efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya.

c. fispek Kelenbagaan Perencanaen.

Akan menunjukkan kualitas kelembagaan itu sendiri dalam arti

keterkaitan dalam hal dokmen perencanaan nasional dan daei'ah

ditingkat Nasional RPJP l'lasional, RPJP Daerah al<an menjadi acuan

cJalam rangka !en;rLrs1,..n Rencana Pembangunan Jang!<a Menengalr

]aerah yang selanjr-rin,va akan dijabarkan dalarn Rensra Sl<PD, Rl(P

Daerah serta Renja SKPD yang kesemuanya sebagai pedoman alokasi

sumberdaya, dalam menyiapkan APBD dan melal<sanakan rangkayan

kegiatan manajemen guna pengendalian evaluasi data infornlasi. Untuk

jelasnya secara sl<ernatis dapat dilihat sepefti Gambar 1-'i. beril<ut ini:

tscb i



Gambar 1.1. Keterkaitan Dol<umen Perencanaan Nasionat dan Daerah
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1.S. Tata Urut Penullsan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotowaringin

Barat Talrun 2006 - 2025 disusun dalam tata urut sebaoaiberikut.

: Pendaiiuluan

:, l(ondisi dan Permaslahan Da.erah

:Visi, Misi

. Arah Pembangunan Daerah

. Penutup
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KONDISI DAN PERMASALAHAN DAERAH

2.1 Kondisi Daerah

1. Lingkungan Strategis

a. Luas Wilavah dan Letak Geografis

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 l<m2terdiri dari 6

Kecamatan yaitu Kecamatan Arut selatan, Kecamatan Kumai,

Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan

Pangkalan Banteng, dan Kecamatan pangkalan Lada. Dua

kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai

Lihat Tabel 21.
Tabel 2.1. Kabupa0en Kotanarlngln Barat tferdasarkan Luas Kecamatan

Nama Kecamatan Luas (km2)

E! ry[elg_---
ahn Lada

Arut Ubra
10759

: Kota*aringn Barat Ddam Angka ahun 2004

Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berloatasan dengan,

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Lamandau

2. Sebelah Selatan dengan Laut Jawa

3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Seruyan

4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten

Lamandau

Gambaran wilayah dan batas geografis Kabupaten Kotawarrngin Barat

ini secara fisik dapat dilihat pada (Gambar 1 Peta orientasi Propinsi

Kalimantan Tengah) dan berada pada posisi bagian barat Kalimantan

Tengah

Berikut Gambar 1 Peta Orientasi Propinsi Kalimantan Tenoah

l-
331

26as

Arut Selabn
Kumai
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Karakteristik Fisik dan Tata Ruang

Topografi, Hidrologi, Klimatologi, Jenis Tanah dan Keseuaian Lahan

Topografi

Ketinggian atau topografi merupakan faktor yang penting di dalam

penyebaran kegiatan budidaya terutama pertanian, sehingga

l<etrnggian mer.upal<an faktor yang perlu diperhatil<an di dalam

penrbangui-ian pertanian dalarn arti luas. l(etin3gian tenrpat dari

i-r'-.)rntrrl<aan arr laut berperrgaruh tei'hirdap s,.rl'rrr rrciara, ;,1!iu seiiao nail<

100 r.-i sr-rhu alian tururn r;ta - rata 0,i-t" s€:irirgga rrra!<in iinggi sua'ilr

tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih

rendah. Luas vrrlayah berdasarkan !<etinggian tempat dari permukaan

laut dapai dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten

Kotawaringin Barat

i 1 | Kol3v/arinoir
t ll -T-ltrut SEatan 14.200.0 | 86.04q.0

wilayah Kabupaten l(otarvaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai,

Arui, dan Lamandau mudah tergenang, berawa - rav/a dan

merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Wilayah

daratan dengan ketinggian 0 - 7 m dari permukaan laut menrpunyai

arcztl yeng cul<up iuas dan iol<asin,.r.i rnen,r,ebar, me!:ruti seilras

120.030 ha atau 11,16 o/o dari luas rvilayah. \l/ilayah ini mempunyai

sifat datar sampai bergelombang, terkadang tergenang. Wilayah

dengan ketinggian 100 - 500 m dari perr^..'l<aan laut juga cukup luas

yaiiir 105.293 ha atau 9,79 % dan lokasinya juga merryel,,ar. Wilayai'r

dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permul<aan laut, yang

mempunyai sifat berbukit sampai bcigunung dengarr keierengan lebih

darr 409'o dan sangai poiensi erosi, merupalkan l.,,ilayah derrgan luasan

> 5002$-100 m

50.353,0 I

rrs..ro;n-T- .r:zzii
rsr ldr I I
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.. yang paling sedikit meliputi luas 125 ha atau O,0O12% dari luas

. wilayah ( Lihat Peta Gambar 2).

Berikut gambar 2 Peta ketinggian Wilayah menui-ut Kecamatan
Kabupaten Kotawaringin Barat.
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Kelerengan

Sebagian besar Wilayah l(abupaten Kotawaringin Barat mempunyai

kelerengan 0 - 15 %, meliputi 764.318 ha atau 71,04 % dari toial

wilayah. Wilayah dengan kelerengan di atas 40% menrpunyai areal

yang paling sedikit, khususnya penyebarannya terkonsenirasi dr

bagian utara, dinrana wilayahnya menlpunyai ketinggian di atas 5CO

meter di atas permukaan laut. l(oncjrsi i<elerangan l(abupaten

Kotawaringin Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2-3.

Kecamatan
0 -2% 2-1s% 15 -

4A "h
>40" Jurnlalr

Kotawaringin
Lama

3 I Kumai

o-; *ut-r-ra - ---

64.140,0 57 773,0

89.568,0 139.992,0 10.440,0
137181,9 to:szo.s 1.%ru

702,7

J_9e1,6

121.913 ;

240.000 i

1azioo-'

109.6iC

?? lnn i

'.'-....-:
20B.0c0 '27.870.0

Jumlah 408.654.0 282.992,0 1.075.9C0 i

Sumber: Kabuoaten

Secara fisual tingkat kelerengan secara keseluruhan dapai dililiat

seperti.pada ( Pgta Gambar 3 l(elerangan ).

Berikut gambar 3 Peta Klasifikasi kelerengan di Kabupaten

Kotawaringin Barat.

Tabel 2.3. Klasifil<asi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat

49.759.5

28.703

Dat 2
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Kimatologi

Kabupaten Kota

dan lembab. ka

khatulistiwa dan

C-33"Cdan
kecepatan angin

Kecepatan angin

Jumlah hari huja

Barat mulai dari

ngin Barat terletak pada daerah beriklim panas

a secara geografis, ntasih terletali di sekitar'

rcurah hujan tinggi. Suhu maksimum berkisar 31,9'

uhu minimum antara 21.9 - 23.8 oC. Rata - rata

alam 10 tahun terakhir berkisar antara 4 - 6 knot.

abel2.4.

No
tl
i')
!--

l.,|
74t-_'_
lv

f____:_
IT

rtinggi terjadi pada bulan Agustus dan September.

202 hari. Cui'ah Hujan di Kabupaten !(otawaringin

ilayah Selatan hingga ke pedalaman yang menjadi

semaltin meningk Jumlah curnh hujan 3000 mnr / tahun dalarr 10

tahun teral<hir- si curah hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat

dapat dilihat pada

Tabel 2-4. Curah n di Kabupaten Kotartraringin Barat

Tahun _Guralr Hujo'r (@!!.111)_ i

2003

1 998 4.370,3
1 997 1.563,0
1 996 2.982.O
1 995 2.925.0
1 994 2.617,0
1 00? z.Jv/-.u

,1 I 

"^ 
: 'a< a h u p a t c n l'a'6 iat Datan Ansl<a, iOO4

Secara fisual ti kat klimatologi (curah hujan) secara keseluruhan

Curah Hujan).

di Kabupaien l(otawaringin

dapat dilihat i pada ( peta Gambar 4

Berikut gambar

Barat.

Peta Curah Hujan

Bab 2
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Hidrolagi

Potensi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, terutama

adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Lamandau, Sungar

Ari.;i Sungai Kumai, dan beberapa sungsi kecii lainnya. Kondisi

sungai - sungai utama di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihai

oada Tabel 2.5.

l'abel 2.5. Keadaan Sungai di Kabupaten l(otawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat secara garis besar dikelompol<kan

dalam delapan satuan fisiografi, yaitu:

, , Daerah jalur Aliran sungai

il Daerah lembah

, i Daerah teras - teras

rt Daeralr dataran

J Daerah perbukitan

Jenis Tanah

Jenis tanah dae:-ah selatan berbecia jenis tanah yang terdapat daerah

hulu utara. Jenis tanah yang terbentul< erat hubungannya dengan

bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis

besai', ienis tanah yang terdapat di Vr/ilayalr l<abupaten Kotan'aringin

Barat adalah sebagai berikut :

Podsolik Merah l(uning, Tanah podsolik nrerah kuning merupal<an

jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai

huiu sungai Kecamatan Arut Utara, sedikit Arut Selatan dan

l(ecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan

Bab ?-



lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat,

dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah

podsolik ini adalah warna merah kuning dengan tekstur halus sampai

kasar. dan memiliki drainase baik

l(ompleks Podsolik (Podsclik Mereh Kuning-Podsol), Tanah

regosol podsol nrerupal<an jenis tlnali terletalt menyebar di tengair

Kecamatan Kumai, Arut Selatan dan sedikit l(otawaringin Lama.

Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum

dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah

berornbak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol ini adalah warna

coklat dengan tekstur halus sampai liasar, dan memiliki drainase bail<

dengdn real<si tanah masanl.

l(o,';p'ell-s Rcgoso/ (Podsel), ciijttmoai rnenlr3[3p dit>agirn Tiirur

Kecamatan Kumai, tanah ini bersolum dalanr terbentuk dari bahan

induk endapan pasir yang didonrinasi minei'al krvarsa. Bentul<

vrilayahnya datar sampai berombak, dengan u/arna tanah co[<lai

sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanalr

masam.

Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di

sekitar Daerah Aliran Sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di

daerah'pantai s?mpar kebagian tengah Kecamatan Kumai. Tanah

tersebut relatif lebih subur jika dibandingl<an dengan tanah-tanah yang

mengalami perkembangan lanjut.

Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di

tempat tersebut, menyebar di Kecamatan Kumai dan sedikit di

Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan. Warna tanah ini

hitam bersifat asam.

O/rsisoi (Lateritik), Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas

(hulu) Kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit,

dan bergunung dengan solum tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki

IIBab 2



tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja daerah ini curah hujan

sangat tinggi. Warna tanah Oksolil< adalah kuning l<emerahan dan

termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan

pelapukan.

Untuk lebih jelasnya, jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat

dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Angka (2004).

Dari Tabel diatas terlihat bahwa jenis tanah yang terbanyak adalah

Podsolik Merah Kuning 352.895,20 ha atau 32,80 %, terdapat

menyebar di Kecamatan Arut Utara, dan sedikit di kecamatan

Pangl<alan Lada, Arut Selatan, Koiawaringin Lama.

Sedangkan jenis tanah lainny'3 yaitu tanah organosol, komplek

podsolik, aluvial, komplel<s regosol, leterik, menl.re53t di Lima

kecamatan yaitu Kecamatan Kumai, Pangkalan Banieng, Pangkalan

Lada, Arut Selatan, dan Kotawaringin Lama. Secara fisual dapat dilihat

seperti pada ( peta Gambar 5 Jenis Tanah)

Berikut gambar 5 Peta jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat
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Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu mulai dai1

sesuai sampai dengan tidak sesuai untuk saat ini. Pembagian klas

kesesuaian lahan ini didasarkan atas sifat fisik dan kimia tanah. Dari

sifat fisik dan kimia tanah inilah diteniukan kesesuaian lahan dengan

beberapa faktor pembatasnya. Sifat fisik tanah tersebut antara lain

topografi drainase, erosi dan lain-lain, sedangkan sifat kimia tanah

yang sering merupakan faktor pembatas di Kalimantan Tengah pada

umumnya adalah faktor kesuburan tanah yang renCah, kesaman tanah

yang tinggi.

Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Sawah, Kesesuaian Lahan

Tanaman Pangan, Kesesuaran Lahan Tahunan

Untuk tanaman padi potensi pengembangannya adalah terletak di

sebelah Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat bagian tengah yaitu di

Kecamatan Kumai, Arut Selatan, dan Kotawaringin Lama. Kelas

kesesuaian lahannya adalah agak sesuai dengan faktor pembatasnya

adalah drainase. Untuk menaikkan klas kesesuaiannya menjadi sesuai

maka diperlukan masukan-masukan terutama pembuatan saluran

drainase. Faktor pembatas lainnya aCalah masalah sifat fisil< tanah

berpaSir. Bagian Utara kabupaten Kobar sesuai marginal dan tidak

sesuai untuk saat ini ( lihat Peta Gambar . 6; 7; 8 ).

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Peta gambar 6 ; 7 dan 8 sebagai

berikut :
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Karaktersiti k S um berdaya AIam

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang

mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup besar. Sumberdaya

alam yang terdapat di Kabupaten Kotawaringrn Barat, sebagian besar

adalah hutan dan hasil ikutannya, perkebunan, perikanan, peternakan.

Di samping itu juga mempunyai potensi sumberdaya rawa/danau,

sungai, obyek wisata, serta sumberdaya lahan yang sesual untuk

budidaya pertanian dan perkebunan serta peternakan.

Sumber daya mineral di Kabupaten Kotauraringin tsarat berdasarkan

hasil penyelidikan yang drlakukan baik oleh pemerintah maupun olel't

perusahaan-perusahaan pertambangan telah diperoleh data adanya

beber.apa bahan galian di daerah ini. Dari beberapa bahan galian

tersebut baru sebagian kecil yang telah diketahui potensinya, dan

sebagian besar masih memerlukan penyelidikan lebih lanlut bila perlu

untuk dikembangkan. Potensi tambang dan bahan galian seperti

Emas, Batu bara, Batu belah, Kerikil, Batu l(apur, dan sirtu. Jenis

bahan galian ini terletak menyebar di beberapa kecamatan di

Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada umumnya perusahaan yang

bergerak pada bidang pertambangan tersebut baru dalam tahap

penyplidikan tahap awal untuk mengetahui cadangan deposit bahan

tambang.

l(a ra lrteri sti k Li n g k u n g an

Karakteristik fisik alam wilayah disamping memberikan sumberdaya

yang dapat dikembangkan untuk tnenunjang kehidupan wilayalr, .1uga

memberikan kendala pengembangan untuk menjaga agar kehidupan

wilayah dapat terus berlanjut. Apabila pemanfaatan sumberdaya alam

tidak dilakukan secara bijaksana dan kendala fisik alam tidal<

diperhatikan, maka kondisi iingkungan akan cenderung 
:rusak 

dan

keberlanjutan kehidupan tidak dapat dijamin.

Mengingat karakteristik dasar dan kekayaan alam yang dimiliki.

ilngkungan fisik Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat ra\/an
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untuk menurun kualitasnya. Oleh karena itu banyak hal-yang harus

mendapat perhatian dalam pengembangan wilayah, agar kondisi

lingkungan tetap terjaga, yang pada akhirnya akan menjamin

keberlanjutan kehidupan wilayah. Kondisi lingkungan yang rawan

terganggu oleh pemanfaatan sumberdaya alam adalah berkaitan

dengan intensitas pemanfaatan dan cara pemanfaatan Sumberdaya

alam, baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, maupun

sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, serta pemanfaatan

lahan yang tidak memperhatikan kendala lingkungan dan kesesuaian

lahan.

Karakter lingkungan alam non hayaii wilayah studi yang perlu

diwaspadai adalah potensi bahaya alam. Adapun bahaya alam yang

berupa bahaya geologi terdiri atas banjir genangan dan banjir bandang,

gerakan tanah (terutama longsoran tanah), dan lempung yang

mengemba ng (exvansive claY).

Erosi adalah terkikisnya lapisan tanah oleh air. Keadaan erosi erat

kaitannya dengan keadaan lereng dan tutupan vegetasi dipermukaan

tanahnya. Tingkat erosi di Kabupaten Kotawaringin Barat belum nyata

kelihatan disebabkan karena sebagian besar wilayah tertutup vegetasi.

pengifisan yang kelihatan terjaCi disekitar tebing sungai dan pada

lokasi pengelolaan hutan dan kegiatan masyarakat lainnya.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah

kawasan yang sering terkena banjir, kebakaran hutan, dan erosi.

Kawasan yang terkena banjir adalah kawasan tepian sungai baik

sungai lamandau, arut maupun kumai dengan permukaan tanah

rendah Kawasan bajir ini melanda desa-desa dan perkebunan rakyat

pada saat hujan terutama dibulan Januari dan pebruari. Kebakaran

hutan rnelanda dihampir seluruh kawasan hutan bergambut dan tidak

dapat crpredil<si ketempat kalvasan yang akan terbakar. Penyebab

kebaka:an ini dapat ditimbulkan oleh pembukaan lahan untuk bercocok

tanam ..'ang meranrbat ke dalam hutan atau rnemang l<ondisi hutan itu

kekenr3an dimusim kemarau terbahar serrdiri. Erosi terjadi diiepi
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pantai diantara muara sungai sungai dengan sungai arut, dalam hal

mana daerah kawasan tersebut cukup potensial untuk pengembangan

kawasan wisata pantai.

Kara kteri sti k P en g g u n aan Lah a n

Penggunaan lahan di suatu daerah mencerminkan hubungan antara

faktor fisik tanah dengan manusia dan kegiatannya. Suatu wilayah

yang jumlah penduduknya masih sedikit akan memperlihatkan pola

penggunaan tanah yang belum bervariasi. Pola penggunaan tanah cji

Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikelompokan menjadi 3

kelompok yaitu :

t-l Penggunaan tanah menetap terdiri dari pemukiman, perkebunan,

'sawah dan kebun campuran

ll Penggunaan tanah tidak menetap, yaitu perladangan, semak, dan

alang-alang serta hutan belukar.

i:l Tanah yang belum diusahakan yaitu hutan, sungai dan danau.

Masih terdapatnya sawah berpindah dengan rotasi pada periode

tertentu. Jika tanahnya masih dapat menghasilkan baik maka sawah

tersebut akan diusahakan, sebaliknya jika tanah tersebut tidak

memuaskan maka al<an ditinggalkan sehingga luas sawah yang

diusahakan tidak baku (Lihat Peta Gambar .9 Penggunaan Lahan).

Berikut Peta gambar 9 tentang Penogunaan Lahan

i
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Gambaran {uas kawasan lindung dan budidaya Kabupaten

Kotawaringin Barat dapat dilihat dalam peruntukan status lal-ran

Kotawaringin Barat dalam RTRWP Propinsi Kalimantan Tengah secara

rinci seperti Tabel berikut.

Tabel 2.7 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Kabupaten

Kotawaringin Barat

F UNGSI LUAS
(Ha)

Sumber. Dinas Kehutanan KOBAR (2005.

Pada Tabel tersebut di atas bahwa luas peruntukan status lahan

seluas 959,4V-77 Ha atau 9.594,53 Km2. Jika kita bandingkan

dengan total luas Kabupaten Kotawaringin Barat '10.759 km2 telah

terjadi perbedaan seluas lebih kurang 1,164.47 Km2. perbedaan ini

terjadi dikarenakan belum diselesaikan penanganan tatabatas dengan

kabupaten pemekaran.

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)

Berdasa:-kan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin

Barat agar terwujudnya pola pelayanan terpadu dan hiral<i

pengenrbangan wilayah sehingga dapat menarik potensi ekonomi yang

dimilikinya (tidak lari keluar) dan terjadi pemerataan pembangunan

wilayah dengan terbentuknya pusat pelayanan dan pusat pelayanan

(%l

:t,t z I

nqn
;-tl-r

i
I

i

I

!
I

t

Kawasan 265.990.74 27.72

01 Hutan Lindung
02. Taman Nasional (TN)
03. Taman Wisata (TW)
04. Suaka Margasatwa (SM)

8.676,33 0.90
208.506 12 1'1 -7')

15.900,40 1.66

32.907 89 J.'+J

Kaltasan Budidaya 693.462.03 72.28
01. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 83.352.48 8,69
02. Hutan Produksi Tetao (HP) 215.544.24 zz4t
03. Kaw. Pengem. Produksi/ Kaw

Pemukiman & Penggunaan Lainnya
(KPP/ KPPL) 356.639,75 37,17

04. Areql Transmigrasi (Tl) 18.330.34 I Ol

05. Rencana Areal Transmiorasi (T2) 10.310,81 1,07
06. Kawasan Khusus 142,29 001 |

07. Danau dan 9.142.12 0,95
Jumlah 959.452.77 100 I

Ket . Data luas merupakan hasil perhitunoan GlS ArcView Ver 3.2 Peta R
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yang lebih kecil' Untuk maksud tersebut dibentuklah Satuan Pusat

\A/ila,yah Pelayanan Pembangunan (SWP' menjaditiga SWP yaitu'

Sl4rP - ! . seoagai pusat pengembangan di Kota Pangkalan Bun'

Termasuk dalam wilayah ini: Kecaniatan Arut Utar"a; Kecamatan

l(otarvaringinLanra'SWP-Iini'scbagaiserambipropinsil(alimantan

TengahBagianBarat(Pemerintahanskatakabupaten,perdagangan'

pertanian, perKeDunan, dan pariwisata serta sejarah)'

SrSJp - !! . Cengan pusat pengembangan di Kota Klrrnal' Termasuk

dalari-twilayahinltunggalKecanratanl/.untai.I.urngsiwiIayahaclalalr

sebagai outlet masuk lvilayah l<abupaten/propinsi melalui laut'

SWP - tll : dengan pusat pengembangan di Kota Pandu Sanjaya'

Terrnasuk calam wilayah ini, Kecamatan pangkalan Laca; Kecama+'an

PangkatanBanteng;KecamatanArutUtara.Fungsiwilayahsebagai

Agropolitan Area (dapat dilihat pada Lampiran Peta Gambar' 12)'

Berikut peta gambar 1o pengembangan wilayah Kabupaten

!(otawaringin Barat.

i

i

l
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2. Ekonomi

a. PDRB

Perkembangan absolud PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2000

cendrung berfluktuasi, tetapi tidak begitu tajam dan masih dalam

kategori menunjukkan trend yang cendrung meningkat, yaitu: tahun

2000 (1,320,348.78), Tahun 2001 (1,365,701.65); Tahun 2OO2

(1,421,626.19); Tahun 2003 (1,515,481 19); Tahun 2004

(1,600,636.01 ).

b. Struktur Perekonomian Daerah

Hasil analisis degan metode shift share, menyatakan bahwa

Kabupaten Kotawaringin Barat sangat perlu melakukan tindakan

restrukturisasi perekonomian daerah dengan cara meningkatkan sektoi'

indudtri, perdagangan dan pertanian bahan makanan, peternakan dan

perkebunan yang mendukung tumbuhnya industri pertanian yang

berkelanjuian.

Kemudian hasil penelitian Pusat Pengembangan Akuntansi FE-

Universitas Pajajaran bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Barat menggunakan analisis Shift Share juga dengan

menggunakan data PDRB ial:un 1996 dan 1997 berkesintpulan

balryva: l(abupaten Kotawaringin Barat yang memiliki juinlah mixeC

effect dan share effect yang positif adalah sektor perkebunan dan

perikanan (200t 1aa).

Dengan demikian, melalui telaahan perbandingan dan hasil penelitian

memberikan rekomendasi relatif sama, balrvua sektor pertanian,

perkebunan yang dominan mewarnai corak kelridupan perekonomtan

daerah.

c. PDRB perkapita

Perkembangan pendapaian perkapita Tahun 2000 sebesar Rp 5.327

juta/Tahun; Tahun 2001 sebesar Rp. 5.500 juta/Tahun; Tahun 2002

sebesar Rp. 5.593 juta/Tahun; Tahun 2003 sebesar Rp. 8.040 Juta .

Tahun 2004 sebesar Rp 8.069 Juta/Tahun Artinya, jika pendapaian

perkapita pada tahun 2004 dibagi dua belas bulan sebesar Rp. 0.67
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Juta atau sebesar Rp. 670.000,- rata-rata pendapatan penduduk Kobar

tiap bulan pada tahun 2004.

Pertumbuhan Ekonomi

Dilihat darr sisi pertumbuhan dalam persentase, bahwa masing-nrasing

lapangan usaha menunjukkan; PERTANIAN, PETERNAKAN,

KEHUTANAN & PERIKANAN Tahun 2001 (B 5%), Tahun 2OO2 (7.1%)

Tahun 2003 (10.0%); Tahun 2OO4 (7.6%), dan subsektor yang

mengalami pertumbuhan yang searah adalah subsektor perkebunan

Peternakan Dan Hasil-Hasilnya, Peternakan Dan Hasil-Hasilnya,

Peril<anan sedangkan subsel<tor bahan tananran makanan dan

kehutanan mengalami penurunan; selanjutnya sektor

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Tahun 200'1 (67%), Tahun

2Od2 Q.7%); Tahun 2OO3 (g.g%); Tahun 2oO4 (12,3 %) dan yang

paling dominan jenis penggalian sedangkan pertanrbangan tanpa

migas berfluktuatif bahkan pada tahun 2001 dan talrun 2002

mengalami pertumbuhan negatif; khusus sektor industri pengolahan

(industri tanpa migas) pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan

negatif (-0.5 %), sedangkan tahun 2003 (3.4 %), Tahun 2004 (3,7 %)

sedangkan industri migas, penggilingan minyak bumi dan gas alam

cair tidak ada tercatat (tidak beraktivitas), LISTRIK, GAS DAN AiR

MINUM mengalami pertumbuhan yang sangat berfluktuasi bahrva

tahun 2001 dan 2002 terjadi kenaikan sedangkan tahun 2003

mengalami pehurunan dan tahun 2004 mengalami kenaikan yang

cukup tajam. Sektor BANGUNAN, PERDAGANGAN, RESTORAN

DAN HOTEL juga mengalami kenaikan yang relatif meningkat tiap

tahun untuk perdagangan, restoran dan hotel sedangkan bangunan

terjadi penurunan tahun 2003; PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

mengalami kenaikan positif sampai dengan tahun 2002, tahun 200-q

menurun dar naik tahun 2004, KEUANGAN, PERSEW.MN DAN JASA

PERUSAHAAN relatif konstant untuk tahun 2003 (2 %), tahun 2004

(2",'"), sedangkan lapangan usaha jasa-jasa juga mengalami

pertumbuhan yang fluktuatif. Namun pertumbuhan terhadap ProCuk

Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 4 (empat) tahun

j
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menunjukkan trend yang cendrung meningkat, yaitu Tahun 2001

(3,4 %); Tahun 2OO2 (4,1 %); Tahun 2003 (6,6 %); Tahun 2004 (5,6 %)

e. Tingkat lnflasi

Gambaran terakhir perkembangan inflasi pada bulan Agustus 2005

menggunakan 54 komoditas yang mempengaruhi terjadinya inflasi di

Kota Palangka Raya, diantaranya 33 komoditas mengalami kenaikan

harga dan sisanya 21 komoditas turun, sehingga menyebabkan

terjadinya inflasi pada bulan agustus sebesar 0,06 %. Ahun kalender

2005 (Januari 2005 - Agustus 20C5) apabila dib::ndingkan dengan

bulan sebelumnya, tingkat inflasi cul<up berfltrl<tuasi, 5,aitu bttlan Juli

2005 sebesar O]2 %, Juni 2005 bernilai - 0,38%, Mei 2005 sebesar -
0,61 %, April 2005 sebesar 0,08 %, Maret 2005 sebesar 1,00 %,

Pebruari 2005 sebesar 0.05 o/o dan Januari 2005 sebesar 0,46 %.

lnflasi Palangka Raya'tahun kalender 2005 (Januari s/d Agustus 2005)

sebesar 1,37 %. Sementara inflasi Indonesia tahun kalender 2005

sebesar 5.66 %.

Secara rinci inflasi Palangka Raya Agustus 2004 - Agusius 2C05

dibandingkan dengan laju inflasi lndonesia dengan pengamatan yang

r1*" sepei-ti gambar grafik berikut ini

f. Keuangan daerah

Gambaran s6cara absolud APBD Kab. Kobar periode 2003-2005

menujukkan peningkatan dari sisi pendapatan tiap-tiap tuhun, tuhun

2003 (1 57,867,754,527), Tahun 2OO4 (175,997,78s,377); Tahun 2005

(215,747,480,340.70). Sedangkan dari sisi belanja juga menunjukkan

juga.meningkat dan jumlahnya tiap-tiap tahun cendrung lebih besar

dari jumlah pendapatan, 2003 (183,287, 176,145)', Tahun 2OO4

(212:070,085,881); Tahun : 2C05 (231,74i,0s6,7'10 70) Sehingga

bedampak anggaran belanja Kabupaten Kobar selalu defisit terus tiap-

tiap tahun.

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat

kuat didanai dari perimbangan ,-:na pusat selama tiga tahun, dinrana

t
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I pada tahun 2003 (84,4%); tahun 2004 (88,5%); tahun 2005 (88,6 %).

Sedangkan kontribusi pendapatan asli tahun 2003 (9.6%); tahun 2004

(8.7%), tahun 2005 (9.3%). Artinya, kemampuan daerah untuk

meningkatkan pendapatan PAD sangat terbatas.

3- Sosial Budaya

a. Kependudukan

1. Pada tahun 1998, jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barai

sebesar 150.400 liwa, dan pada tahun 2003 penduduk Kabupaten

Kotawaringin Barat meningkat menjadi 188.494 jiwa. Berdasarkan

perubahan besaran jumlah penduduk tersebut, maka dalam

rentang satu dekade penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat telah

rheningkat dengan tingkat pertumbuhan rata - rata pertahunnya

sebesar 4,03 %. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensl

ekonomi yang cukup besar, dimana perkenrbangan penduduk

mengalami pertumbuhan yang sangat positif. Perkembangan

penduduk Kabupaten Kotawaringin Kecarnatan Arut Selatan

merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar

yaitu 79.332 jiwa , dengan tingkat pertumbuhan rata - rata tingkat

pertumbuhan hanya 3,49 % pertahun. Hal ini dapat dipahami

karena lokasi Kecamatan Arut Selatan yang strategis, dan

merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi di Krabupaten

Kotawaringin Barat dimana Pangkalan Bun sebagai lbukotanya.

Kecamatan Kumai mempunyai jumlah penduduk terbesar kedua

yaitu 39.487 liwa dengan tingkat pertumbuhan terbesar yaitu 3,5 %

pertahun. Sedangkan kecainatan ,vang memiliki .lLlrnlah penduduk

terkecil adalah Kecamatan Arut Utara yaitu 6.047 jiwa yang

mempunyai perkembangan penduduk 9.77%. Angka per.tumbuhan

penduduk di kecamataran Arut Utara adalah angka pertumbuhan

terendah di Kabupaten l(otawaringin Barat

2. Kepadatan penduduk Kabupaten KotavrarinEin Barat pada tahun

2003 adalah 17,52 jirva / km'. Angka tersebut menunjukkan

kepadatan penduduk Kotawaringin Barat masih sangat rendah. Hal

ini mengingat luasnya wilayah kabupaten dan belum intensifnya

Bab 2 - tr;



4.

kegiatan sosial ekonomr pada wilayah ini. Jumlah penduduk

sebesar 188.494 jiwa tersebar di enam kecamatan. sebagian

besar penduduk, pada tahun 2003 bermukim di Kecamatan Arut

Selatan dan Kumai yaitu 167.603.jiwa atau 88,92 %, dan yang

paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Arut Utara. Bila

dilihat dari kepadatan penduduk, yang menurrlukkan tingkat

konsentrasi penduduk, Kecamatan Arut Selatan adalah kecamatan

yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten

Kotawaringin Barat, yaitu mencapai 33,06 jiwa / km'. Dapat dilihat

pada Tabel balrwa persebaran pendudult di Kabupaten

Kotawaringin Barat terkonsentrasi di bagian bagian Hilir (Selatan).

lni membuktikan bahwa konsentrasi kegiatan perekonomian

terkonsentrasi di bagian wilayah tersebut.

Struktur penduduk berdasarl<an data jumlah pendudul< Katrupaten

Kotawaringin Barat pada tahun 2003, sebesar 188.494 jiwa terdiri

dari 99.928 jiwa (53%) adalah laki - laki dan sebesar 88.566 jiwa

(47 %) perempuan. Dengan demikian perbandingan seks ratio (laki

- laki terhadap perempuan) adalah sebesar 112,83- Dari 188-494

jiwa penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat 47,8 % merupakan

penduduk usia non produktif dan jumlah penduduk untuk usta

prbduktif rnencapai 52,2 % atau 98.352 jiwa-

Ganrbaran Mobilitas Pendudul< Kabupaten Kotarvaringin Barai

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun pada tingkat

pertumbuhan yang bervariasi pada setiap tahunnya. Jika

pertumbuhan penduduk Kabupaten l(otawaringin Barat disebabkan

oleh pertumbuhan alamiatt dan migrasi, gambaran ini menunjukkan

bahwa pertumbuhan penduduk kabupaten ini cenderung didominasi

oleh pertumbuhan karena migrasi masuk, karena adanya daya tarik

sektor pertambangan, perkebunan, industri dan jasa ikutannya

serta perusahaan yang mempunyai hak pengusahaan hutan.

Tentunya dengan menurunnya daya tarik sektor kehutanan, daya

tarik tadi adalah pacja sektor yang larn.

d
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Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan indikator yang akan mampu membaca

tingkat produktifitas wilayah. Kecamatan dengan tenaga ker.;a

terbanyak maka dia merupakan kecamatan unggulan. Sampai dengan

Tahun 2003 penyebaran penyerapan tenaga lierja dalam persentase

menurut masrng-masing kecamatan; Kecamatan Kumai 6'87 %'

Kecamatan Arut Selatan; 44,76 %, Kecarnatan Kumai 20,35 %,

Kecamatan Pangkalan Banteng n,e4 %; Kecamatan Pangkalan Lada

12,13 7o; Kecamatan Arut Utara 3,05 %. Sektor yang paling banyak

menyerap tenaga kerja adalah sektor. pertanian, t'5 o/o', pertambangan

0,44 o/o', listrik gas dan ir minum 0,15'%; konstruksi 0,38 %'

perdagangan 17,39 %; industri 5,21 o/o', Transportasi2,2T %, Bank dan

tembaga Keuangan 0,20 o/oi Pemerintah 13,51 %; Jasa-jasa 15,42 o/..

Gambaran penyebaran penyerapan tenaga kerja tiap kecamaian

dimaksud dapat dilihat pada lampiran peta gambar 1 1.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Peta gambar 11 Penyerapan

tenaga kerja tiap kecamatan sebagai berikut :

r1

I
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I
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c. Kesehatan

Kondisi Kesehatan Kabupaten Kotawaringtn Barat sampai dengan

Tahun 2005 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyakit
1. Dominasi penyakit (kasus penyakit terbanyak) : penyakit infeksi

menular potensi l<lb:lspa: 28,50 o/"', Malaria'. 14,15 oio', Diare .

5,41 %

2. Penyakit non menular mulai masuk peringkat penyakit terbesar

gaya hidup:Tekanan darah tinggi: peringkat I ; Kecelakaan:

piringkat 11

Penyakit DBD

1. Wilayah terjangkit DBD meluas hingga ke 7 puskesmas (70%).

2. 2 tahun terakhir (2003 & 2004), peningkatan jumlah l<asus DBD

sangat tajam dibanding periode sebelum tahun 2002.

Penyakit DEMAI'I| CHIKUNGU NYA

1. Penyakit ini PERTAMA kali meletus TAHUN 2003 di Desa AMIN

JAYA SP-1 Natai Kerbau (SePt 2003)

2. Pada tahuri- yang sama ditemukan di Ds Pangkalan Tiqa

(ilovember 2003).!!!

3. Pada tahun 2004, penyakit ini ditemukan kembali di Kotawarinqin

Hilir dan Kotawarinqin Hulu dengan total kasus 34 penderita.

4. Pada th. 2005 muncul kembali di Kumai Hilir, Kumai Hulu dan Kubu

dgn total kasus 138 orang.

Stafus Gizi

Balita penderita GlZl BURUK (BGM) . 1,67ok.

BALITA penderita l(EP : 14,6%.

BUMIL KEK .7,5O/O
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Prevalensi GONDOK . 41%. Kecamatan ENDEMIK BERAT : KTW.

LAMA dan ARUT UTARA.

Kesehatan Lingkungan

1. Rata-2 Cakupan air bersih '. 62,90%.

2. 7o rumah sehat .54,38o/o.

3. % penggunaan jaga sehat'.34,0%.

4. 7o tempat-2 umum sehat :73,1%.

5. % tempat pengolahan makanan sehat '. 47,5%.

Perilaku Kesehatan

1. Persentase KK Perokok : 71,85%.

2. P'eran serta / kepedulian masyarakat thd pemantauan status gizi

balita: 39.93%.

3. Kesadaran ibu melahirltai': ke Tenaga i(eselratan : 89,30%

>BAGUS

4. ASI Eksklusif : 67.94%.

5. Garam beryodium :100%

Peran Serfa Masyarakat

1. Posyandu Mandiri :2,6%

2. TOGA Mandiri : 10%

3. Kemitraan LSM : 2 organisasi

4. Badan Penyantun Pusk .50%

5. (BPP).

Situasi Program & Pelayanan Kesehatan:

a. Cakupan Program

1. Pemerataan UCI BAYI tingkatdesa: 95,90%.

2. Pemberian Vitamin A BALITA : B0,B%.

3. Persalinan BUHIR oleh NAKES: 89,3%.

b. Sarcna pelayanan kesehatan dasar

Sarana pelayanan kesehatan dasar dapat dilhat seperti Tabel 2-8-

di bawah ini :
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Tabel 2.8. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

Kondisi Fisik Sarana Kesehatan Dasar

Kondisi Fisik Sarana Kesehatan Dasar Kabupaten Kotawaringin Barat

dapat dilihat seperti Tabel 2.9. berikut ini:

Tabel 2-9- Kondisi Fisilt Sarana Kcsehatan Dasar

No
Jenis Sarana

keschatan dasar BAII(
Tinekat Kcrusaltan

Total Berat Sedancl R n

1 )uskesnras Y 1

z )ustu 44 4ri 10 6
? )olindes 14 26 o

Sumber. Dnas Kesehatan Kobar (

Jenis Tenaga dan Rasio Terhadap Penduduk

Kondisi jenis Tenaga dan Rasio terhadap Penduduk Kabupaten

KotaWaringin Barat dapat dilihat seperti Tabel 2.10. berikut ini.

Tabef 2-70- Jenis{enaga dan Rasio terhadap Penduduk

No Jenis Tenaqa Kesehatan Jumlah Rasio thd Penduduk
I Dokter 17 1 : 12.000
I Dokter qiqi 8 1 : 25.530

Apoteker 2

4 Bidan 82 1 :2.444
5 Perawal IUJ 1 :945
6 Asisten aooteker 1.28.632
7 Sanitasi

.)n 1 : 10.021

I Kesehatan Masvarakat tz 1 : 17.080

Gizi aU 1 : 25.053

10 Tenaqa lainnya IUJ

JUMLAH 302
Sumber. Drnas Keschatan Kobar (2005)

Sumber. Dinas Kesehatan Kobar (
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Kinerja Sisfem Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan

Kotawaringin Barat Tahun 2004

Gambaran kinerja sistem pelayanan minimum bidang kesehatan dapat

dilihat seperti Tabel 2.11. berikut:

Tabel 2.11. Kinerja SPM Bid. Kesehatan l(TW. Barat Tahun 2004

No Urusan Kewenangan Wajib
Jml lndikator l(.neria SPM
Yang
Ada

Tercapai Target
Th.2005

1 )elayanan Kesehatan Dasar to q 56,25
z )erbaikan Gizi Masyarakat 7 q I t...tJ

)elayanan Kesehatan Rujukan &
>enunianq 4 75,00

A )emberantasan Penyakit Menular IJ I 61.54
(esehatan Lingkungan & Sanitasi
)asar 2 66,67

)romosi Kesehatan 4 75,00
)encegahan & Penanggulangan
!APZA 1 n 00,00

8

)elayanan Farmasi &
rengamanan sediaan Farmasi
Jan Alat Kesehatan

4 75,00

I
)enyediaan Pembiayaan &
laminan Kesht.

2 1 50,00

JUMLAH 54 34 62,96
Sunber: Dinas Kescialan Kobar (2005)

d. Pendiditian

Kondisi pendidikan Kabupaten Kotawaringin barat dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Perkembangan Jumlah Siswa dan Lulusan Tingkat SD/Ml Jumlah

penduduk pada kelompok umu 7 - 12 Tahun mengalami kenaikan

sebanyak 878 orang. Sedangkan siswa SD mengalami kenaikan

1.731 murid dan siswa Ml mengalami penurunan 52 siswa.

Sedangkan jumlah siswa pada usia 7-12 Tahun untuk SD

mengalami kenaikan 4.689 siswa dan Ml mengalami penurunan

172 siswa. Angka Prtisipasi Murni 13,94 u/o dan angka partisipasi

kasar 3.29 %.
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2. Perkembangan Jumlah Siswa dan Lulusan Tingkat

SMP/MTSJumlah penduduk pada kelompok umu 13 - 15 Tahun

mengalami kenaikan sebanyak 128 orang. Sedangkan siswa SMP

mengalami kenaikan 364 siswa dan siswa MTs mengalami

penurunan 314 siswa. Sedangkan lunrlah siswa pada usia '13-15

Talrun untuk SMP mengalami kenaikan 1.016 siswa dan MTs

mengalami kenaikan 17 siswa. Angka Prtisipasi Murni 18,70 oh dan

angka partisipasi kasar 4,44%.

3. Perkembangan Jumlah Siswa dan Lulusan Tingkat SMA/MA/SMK.

Jumlah penduduk pada kelompok umu 16 - 1B Tahun mengalami

kenaikan sebanyak 57 orang. Sedangkan siswa SMA mengalami

kenail<,:n 112 siswa, siswa SMK n-rengalami kenaikan 19 siswa,

.siswa MA mengalami l<enaikan 47 siswa. Sedangkan jumlah siswa

pada usia 16-18 Tahun untuk SMA nrengalanri kenaikan 246 sisvra;

SMI( mengalami kenail<an 327 siswa; MA mengalami kenaikan 85

siswa. Angka Prtisipasi Murni dan angka partisipasi kasar masing-

masing 1%.

4. Jumlah Guru Kotawaringin Barat Tahun 2005. Jumlah Guru dari TK

s/d Tingkat SMK yang PNS 1.725 Orang; Guru Bantu 112 Orang;

Gukonda 20 Orang dan yang menjadi honor pada berbagai

. Yayasan 695 orang, jadi total seluruhnya jumlah guru di

Kotawaringin Barat 2.552 orang.

5. Jumlah Se.Kolah di Kabupaten Kotawaringin Barat.Tedapat 199

buah Sekolah Negeri, 105 buah swasta dan ada beberapa sekolah

model masing-masing tingkat: Sl/P satu atap Sambi dan Tanjung

Putri; SMK l(ecil Telok Bogam; SMK Filia! Kolam.

6. Jumlah Gedung Sekolah SD di Kabupaten Kotawaringin Barat

Jumlah geung SD dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004

sebanyak 146 btrah dan pada tahun 2003 menltnjukkan angka

periambahan sebanyak 30 buah. Sedangkan pada tahun 2004 ada

pengurangan 9 buah dan pada tahun 2005 ada penambahan 9

buah.

7. Kondisi Gedung SD Sampai dengan Tahun 2005 teroapai 194

ruang keias kondisi rusak ringan dan 263 ruang kelas rusak berat

3:tb 2
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e. Kesejahteraansosial

Kondisi permukiman di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ditinjau

dari pola pembentukannya pada umumnya membentuk pola linier.

Bentuk pola linier ini diperlihatkan oleh suatu permukiman yang

berkelompok dengan pola perkembangannya membentuk dan

memanjang sepanjang tepian jalur-jalur aliran sungai dan jaringan

jalan yang ada.

Pembentukan pola pemukiman ini berhubungan dengan kondisi fisik di

Kabupaten Kotawaringin Barat yang banyak dilalui sungai, terlebtlt

keberadaan sungai ini dijadikan urat nadi lalu lintas kegiatan sosial

ekonomi penduduknya. Adapun bentuk pola pemukirnan seperti ini

dapat dilihat memanjang pada setiap kecamatan - kecamatan yang

dilaluinya, misalnya sepanjang Sungai Lamandau, Arut, Kumai dan

beberapa sungai kecil lainnya. Bagi warga Kotawaringin Barat,

kehidupan sehari-hari mereka tidak dapat terlepas dari sungai yang

selain menjadi jalur transportasi juga menjadi tempat mandi, cuci ,

menangkap ikan, dan lain-lain. Dengan berkembangnya kota dan

transportasi darat maka terdapat kecenderungan perkembangan

permukiman yangmenjauhi sungaidan menuju ke darat.

Disamping itu terdapat suatu bentuk pola permukiman grid yaitu pola

pemukiman yang diperlihatkan oleh permukiman-permukiman

transmigrasi. Di Kabupaten Kotawaringin Barat permukiman

transmigrasi tadi disebut dengan kata Satuan Pemukiman (SP). Pola

pemukiman ini biasanya dibuat secara terpadu, dimana masing-masing

unit bangunan rumah yang dijadikan sebagai tempat kegiatan sosial

(istirahat, berkumpul dengan keluarga) dikelilingi oleh lahan-lahan yang

secara langsung drjadikan sebagai tempat melakukan kegtatan

ekonomi mereka (bertani, berkebun).

,,i

T
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4. Agama

Sarana peribadatan penduduk di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

sangat beragam jenisnya. Hal inr berkaitan dengan jenis agama yang

dipeluk oleh penduduk wilayah tersebut. Dilihat dari struktur penduduk

menurut agamanya maka mayoritas penduduk di wilayah Kabupaten

Kotawaringin Barat merupakan penganut agama lslam sebanyak 138.017

jiwa, kemudian agama Kristen (Protestan dan Katolik) yaitu sebanyak

10.688 jiwa, penganut agarna Hindu 5.946 jiwa, dan agama yang dianut

paling sedikit oleh masyarakat adalah agama Budha yaitu sebanyak 271

jiwa. '

Berdasarkan kondisi pemeluk agama di Kabupaten Kotawaringin Barat ini,

maka jumlah dan distribusi sarana peribadatan yang berupa Mesjid serta

gereja cukup merata pada masing-masing wilayah kecamatan, Di

Kabupaten Kotawaringin Barat jumlah fasilitas pei'ibadatan terdiri dari

masjid sebanyak 162 unit, gereja sebanyak 68 unit. Besarnya tingkat

pelayanan dari seluruh jenis fasilitas adalah tinggi. Jumlah Fasilitas

Peribatdn di Kabupaten Kotawdringin Barai dapat dilihat pada Tabol2.42.

Tabel 2.12. <Jumlah Fasilitds Peribadatan Kabupaten Kotavraringin Barat
dirinci l\f; enurut Kecamatan

Sumber: Kab. Kotawaringin Barat Dalam Angka.2004

Karakteristik Sarana Prasarana

a. Transportasi dan perhubungan

ls

5.

No Nama Kecamatan Masjid Gereja t!'!ushola Kuil/
Pura

Balai
Kaharinean

1 Ktw. Lama 112 z 1rr 0 1

z Arut Selatan t)b 28 A,I 0

J Kumai 77 143 0

Pangkalan Banteng
5 Panokalan Lada
o Arut Utara 1

tl n

Jumlah 162 68 zzu 2
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Yang dimaksud dengan prasarana transportasi adalah jalan, terminal

dermaga yang menjadi alur dan titik simpul transportasi. Sedang

sarana trasportasi meliputi semua jenis kendaraan baik di darat

ataupun di air. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi

rnempengaruhi kelancaran perhubungan Cidalam suatu wilayah. Selain

transportasi darat, transportasi sungar juga merupakan transportasi

yang vital di Kabupaten Kotawaringin Barat karena masih terdaoat

kecamatan yang belum terjangkau oleh prasarana 1alan. Bahkan

sanrpai sekarang perhubungan Ke kecamatan Kotawaringin Lama

harus ditempuh melalui sungai. Perhubungan darat membutuhkan

waktu yang jauh lebih lama.

Tran,sportasi Darat

Prasarana transportasi darat di Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi

dalam jalan negara, jatan propinsi, jalan kabupaten selebihnya

merupakan jalan desa, perkebunan dan jalan HPI-{. Untuk kondisi

jalan ini sangat tergantung dari musinr, karena apabila musrrn hujan

ada ruas-ruas jalan yang mengalami banjir sehingga tiCak bisa ciilalui.

Masing - masing panjang, kondisi dan konstruksi jalan tersebut dapat

dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.14. dan Peta Gembar 12 Jaringan

Jalan)

Tabet 2.13. Panjang Jalan ldenurut Jenis Permukaan Jalan (krn)

: rgh!,n I oi€pa1 j _Kerllrit i _Tanah i rioa:t oirinci j .ru_mrin,, 2003 l, sti,lz i )at,os i'sezz1_ I io.16i' i rs-oe.rsI 2003 | 573,72 I247,os i ..5q2,11 i 164,63 i 1s68,15' 
-?.9p2_*_i _1?-e_31__l_24qgq_ L_ ses,02 j____tst,az _ijt!,,1q__,i 2001 { zsu,sr i <ss,zs i 1 .013,40 I zs,o.l t z.z+a,oo 

:

i 20.c0, i 5s0,02 i .lss,rr j ezi,3c i 6,c0 .l r ess,or
, 1t!9 i 500 33 j 4-?.2 C4 i 591 66 i I 1 533,0? i

l -:-,.-_-..1. .'':,- i...
surnber : l(atrupillen Kotawarin_qin Bara! Dalam AngRa. 2Li(iJ

Tabel 2.14. Panjang Jalan Menurut KondlsiJalan (kml

SunrLre r Ktbulrolelr Kolur.rurirrrl:'r Borat Dolarr Anqka. 2003

Berikut Ganrcar 12 Peta Jaringin Jalan
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Permasalahan pada jalan tersebut di atas adalah tingginya btaya

pemeliharaan oleh karena kondisi tanah yang iabil dan peka terhadap

erosi. Demikian juga Banyak sungai yang memotong jalur lalan

tersebut sehingga harus membuat banyak jembatan terminal

merupakan salah satu fasilitas penting Lrntuk n:sndukung

pengembangan transportasi darat yang digunakan sebagai tempat

naik-turunnya penumpang dan barang antar kota atau di dalam wilayalr

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terminal yang ada hanya berupa

pangkalan-pangkalan angkutan umum saja tanpa didukung oleh

bangunannya kecuali di Pangkalan Bun, yang merupakan terminal

angkutan luar kota (antar kabupaten dan antar propinsi). Tetapi sejauh

ini sedikit bis yang bersedia menaikkan penumpang dari terminal

karena belum ada keterkaitan yang jelas antara angkutan luar kota dan

angkutan dalam Kota Pangkalan Bun.

Dilihat dari kondisi jalan ternyata hanya 353,94 Km atau 22,57o/o dari

seluruh panjang jalan di kabupaten Kotawaringin Barat yang

dinyatakan baik. Sedang 222,26 km atau 14,17o/o dinyatakan rusaak

berat. Dari jalan sepanjang'1.568,15 km tenyata baru 573,72 km atau

36,59% yang diaspal. Ini semua menunjukkan bahwa kondisi

prasarbna jalan di kabupaten ini masih sangat memprihatinkan,

terutama pada daerah pedalaman seperti Kecamatan Kotawaringin

Lama dan Kecamatan Arut Selatan.

Transportasi Air
Paralel dengan kebutuhan transportasi darat yang tidak semuanya

dapat dipenuhi oleh prasarana jalan, maka transportasi air yang sudah

berabad-abad ada di Kabupaten Kotawaringin barat tetap dilanjutkan.

Kondlsi sungai dengan kelebaran yang memadai dan juga dapat

menlangkau sampai wilayah pedalaman menyebabkan sungai luga

berfungsi sebagai prasarana transportasi pergerakan penduduknya.

Akan tetapi transportasr sungai ini mempunyai kelemahan baik pada

nrusim kemarau maupun musirn hu;an Pada saat rnusinr l'.emarau

Bals 2



biasanya terjadi surutnya air sungai yang dapat menghambat kapal-

kapal besar masuk ke daerah pedalaman, hal ini dikarenakan :

. Rendahnya debit air

-j Turunnya permukaan air

., Munculnya batu - batu di dasar sungai ataupun kayu,l.:^yu yang

tadinya tenggelam di dasar sungai sehingga mempertinggi resiko

perjalanan kapal.

Sebaliknya pada musim hujan, satu-satunya gangguan yang dihadapi

adalah derasnya arus sungai yang akan menghambat laju kapal

nrenuju hulu sungai. Selain itu karena umumnya kota-kota di

pedalaman berkembang di pinggir sungai, banyak pula penyebrangan

sungai untuk menuju bagian kota lainnya sehingga memerlukan kehati-

hatian dari pengemudi kapal dalam menyebrang arus yang deras

tersebut

Kabupaten Kotawaringin Barat dialiri oleh sungai sebagai sarana

transportasi air adalah Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau dan

beberapa sungai kecil lainnya yang bermuara di Sungai Kumai, Arut,

dan Lanrandau. Aliran sungai ini sampai sekarang masih digunakan

untuk lalu lintas pengangkut kayu/barang/hasil pertanian.

Pengangkutan penunrpang melalui sungai di Kabupaten Kotarvaringin

Barat terutama ke daerah yang belum dilalui oleh jalan darat.

Dermaga sungai Oan Oermaga penyebrangan yang ada di Kabupaten

Kotawaringin Barat umumnya berada dalam kondisi baik dengan

konstruksi terbuat dari kayu ulin dan besi. Dermaga sungai yang

terluas adalah dermaga Pasar Indrasari Pangkalan Bun (700 m' ).

Keberadaan dermaga-dermaga sungai lebih bertujuan untuk

memperlancar lalu lintas aliran penumpang, bukan aliran barang.

Dengan demikian untuk pengangkutan barang akan masih tetap

mengandalkan pada angkutan sungai-sungai.
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Telekomunikasi dan informasi.

Kebutuhan akan prasarana telekomunikasi dirasakan sangat pentlng

karena manfaat dari pelayanan jasa tersebut sangat dirasakan oleh

masyarakat. Prasarana telekomunikasi umum yang dimiliki Kabupaten

Kotawaringin Barat berupa Kantor Pos, Pos Pembantu dan Wartel.

Hingga tahun 2003 jumlah dari prasarana tersebut yaitu untuk Kanior

Pos sebanyak 4 unit tersebar di semua kecamatan di kabupaten

l(otawaringin Barat Jumlah dan persebarannya dapat dilihat pada

Tabel 2.15.

Tabel 2.15. Jumlah Prasarana Telekomunil<asi Di Kabupaten
Kotawaringin Barat

ls iPanqkalanlada I l - r - I :| 
--:---- 

-.----. ---i---io lArutUtara i 0 I - I - I -

- 4 i u*t B- i

iu,"Gi:-l<;ta,ranng'n Dalrnr Anotol2ooq

Sambungan telepon di Kotat';aringin Barat telah mencapal

kepedalaman walaupun di Pangkut dan Kotawaringin Lama masih

menggunakan sistem radio. Selain itu juga telah ada telepon seluler

baik dari Satelindo ataupun Telkomsel. Tetapi karena sifatnya prabayar

dan merupakan jaringan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

keseluruhan, sulit-'untuk di data berapa jumlah nomor telepon selulur

yang aktif di Kabupaten Kotawaringin Barat. Yang jelas bahwa sejauh

ini telepon seluler ini hanya aktif di Kota Pangltalan Bun dan sekitarnya.

c. Air Bersih

Pemakaian air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus

dikonsumsi penduduk secara rutin gur.. meningkatkan dera.lat

kesehatan masyarakat. Baik burul<nya pelayanan air bersih akan

sangat bei'gantung pada ketersediaan bahan baku air untul<

pengolahan lebih lanjut. llingga saat ini sumber bahan baku air yang

tersedia untuk diolah dan dijadikan air borsih, unlumnya diambil dari

sumber bahan baku atr sungai Penduduk yang menggunakan Sarana

air bersih yang disediakan PDAM masih relatif kecil, karena penduduk

No i Nama Kecamatan
-1 

I x5G-*at,nGlnTama

Kantor ' Pos I Kntr Pos | ,e,-

_,Ci_ir*i-ro |- 
"*."-" I warter l

oiti2ll
-1_ r _|-_A ' -ri --l_3-_,
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terutama yang berada di tepian sungai telah menjadikan air sungai

tersebut sebagai sarana keperluan air minunt ataupun mandi, cuci dan

kakus (MCK) secara langsung yang belum tentu terjamrn

kesehatannya.

Pelayanan air bersih dari PDAM di Kabupaten Kotawaringin Barat

persebarannya belum merata di setiap kecamatan oleh hanya terpusat

kepada kota-kota kecamatan dan beberapa desa yang dekat dengan

ibukota kecamatan. Perusahaan Daerah Air Minum Kabuoaten

Kotawaringin Barat. Unit pelayanan PDAM Kabupaten Kotawaringin

Barat dapat dilihat pada Tabel2.16.

Tabel 2.16. Kapasitas Terpasang, Kapasitas Produksi PDAlll
Kotavraringin Barat

Sumbor Air baku
1. I Pangkalan Bun B0 dan 30
?- I Mendawai Seberang J

I : I Kumar

l1 rKotawanngrnlama
| ,o dan 2,5

| 2,s

Sungai
Sungai

Sungai Dan Mata Air
Sungar

Mata Aii'i 5 , Kunroai Batu Atas | 5
Sumber: PDAM Kabupatcn Kotav/aringin Barat, 2003

Kapasitas belum optimal digunakan karena jumlah pelanggan masih

sedikit dan kebocoran air penyebabnya antara lain pada pipa disiribusi

dan pipa banyak usia tua disamping itu juga bayaknya meter air

pelanggan yang rusak sehingga banyak diambil rata-rata

pemakaiannya._ Sampai saat ini PDAM belum mampu mengganti

secara keseluruhan meter air yang rusak pada pelanggan karena

masalah dana. Sedang jumlah pelanggan PDAM dapat dilihat pada

Tabel2.17.

Tabel 2.17. Pelanggan dan banyaknya air yang disalurkan PDAM

Jumlah Pelanggan Volurne air yang disalurkan
m

Rumah T
Niaea Besar 505

53.608

I Khusus I 1

I---rql!"l : ---l -- 
- 

-z-l 
t]-, 

-Surirbcr : [.olavrltrrr.:r7rt [,]arai dalarn Arg]ia 200,i

100.909 l

Kategori Pelanggan

1.229.828
173A37
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d. Energi (Listrik)

Kebutultan tenaga listrik untuk kabupaten Kotawaringin Barat dilayani

oleh PT. PLN Cabang Kabupaten Kotawaringin Barat. Sumber tenaga

pembangkitnya PLTD yang terletak baik di pangkalan Bun ataupun di

Kumai. Jumlah rumah tangga yang telah mengkonsumsi aliran listrik

PLN di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 26.251 Rumah tangga

atau sekitar 54,24 o,'o dari total rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin

Barat. Dengan kata lain terdapat jumlah 22.151 rumah tangga (45,76%)

yang belum terpasang fasilitas listrik. Pada masing-masing kecamatan

terlihat bahwa kecamatan Arut Selatan yang paling besar prosentasenya

pelanggan (69,47 % terhadap jumlah RT kecamatan Arut Selatan),

kemudian disusul oleh Kumai, dan kecamatan yang paling sedikit RT

memasang listrii< adalah kecamatan Arut Utara (11,20 o/o dari.lumlah RT

di Arut Utara). Untuk lebih jelasnya lihatTabel Tabel 2.18.

Tabel 2.18. Jumlah Pelanggan Listrik Di l(abupatcn l(otar";aringin Barat
Dirinci Menurut Kecamatan

tl
Nama Kecanratan I Pelanggan PLN i nf

Rasio Pelanggan
terhadap jumlah

Kotawarinoin Lama 29,94

Arut Selatan 21.149 69.47

1.839

') Data didapat sebelum pemekaran

6. Pemerintahan

Dalam pelayanan pemerintahan umum menyangkui produk hukum pada

tahun 2000 (29 PERDA); tahun 2001 (16 PERDA), tahun 2OO2 (21

PERDA); tahun 2003 (17 PERDA); tahun 2OOO4 (10 PERDA). Selanjutnya

keputusan Kepala Daerah 2000 (11 Keputusan); tahun 2001 (7

keputusan); tahun 2002 (2l keputusan); tahun 2003 (12 keputusan); tahun

20004 ( 13 keputusan). Secara rinci dapat dilihat pada Tabel2.19. berikut

tnl.

Kumai.) i to.oz8 121.159

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2003
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Tabel 2.19. Daftar Produk Hukum Daerah Kabupaten Kobar 2000 - 2004

Keputusan Bupati
l. Bidang PAD

1. f ajak
Daerah

2. Retribusi
Daerah

3. Penbrimaan
Lain-lain
yang sama

ll. Bidang
Anggaran

lll. Bidang
Kelembagaan

lV. Bidang
Pemerintahan
Desa

V. Bidang

JENIS PRODUK
HUKUM DERAH

Peraturan Daerah
l. Bidang PAD

1 Pajak Daerah
2. Retribusi

Daerah
3. Penerimaan

lain-lain yang
sama

ll. Bidang
Anggaran

lll. Bidang
Kelembagaan

lV. Bidang
Pemerintahan

V. Bidang
Larangan

Vl. Eidahg

Tahun
2000

q

6
o

1

1

1

Tahun
2002

Tahun
2003

Tahun
2004

KETERANGAN I

DIBERLAKUKAN
/ BELUM

DIBERLAKUKAN

10
1

1

q

3

Diberlakukan
-Sda-
-Sda-

-Sda-
-Sda-
-Sda-
-Sda-
-Sda-
-Sda-

-Sda-
-Sda-
-Sda-
-Sda-
-Sda-

2
J

I

1

1

Keuangan
l. Bidang
Kewenangan

Vlll. Bidang
Lain-lain
1 . Poldas
2.Properda
3. Renstra
4.LPJ

Jumlah Keputusan
nrbcr: Bagian Hukurn Pemda Kab. Kobar

14
1

J
4
I

Juklak Peraturan
Daerah

Kabupaten
Kotawaringin

Barat (mengatuf)
diberlakukan

-Sda-
-Sda-

-Sda-
-Sda-
-Sda-
-Sda-
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2.2 Permasalahan Daerah

Mcwujudkan transformasi dari kondisi saat ini menladi kondisr yang lebih baik

daiam kurun waktu 20 Tahun yang akan datang, bukan merupakan hal yang

mudah. Hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa pernrasalahan yang

medasar dihadapi, diantaranya.

1. Perkembangan pendapatan perkapita yang dicapai Kabupaten Kobar darr

tahun 200C - 2004 masih rendah. Akibat rendahnya pendapatan perkapita

yang dicapai selama tahun-tahun yang telah ler,vat, maka berdampak

ierhadap tingkat kemis!<inan yang masih menjadi beban bagi masyarakai

Kota Waringin Barat.

2. Berdasarkan struktur perekonomian daerah kontribusi PDRB masing-

masing sektor masih didominanasi oleh sektor pertarrian. Bahwa tingkat

kemaluah dan kesejahteraan suatu daerah dapat diukur dengan tingkat

perkembangan ekonomi. Daerah yang maju pada umumnya daerah yang

struktur perekonomiannya memiliki perkembang relatif seimbang antara

sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa-jasa.

3. Ketersedian infra struktur prasarana masih belum memadai dalam

mendukung mobilitas ekonomi dan masih terbeban biaya produksi tinggr

yang dirasakan oleh dunia usaha dan masyarakat.

4. Dari segi kepadatan penduduk masih dianggap belum padat, sedangkan

struktur kelompok usia produktif lebih kecil dibandingkan dengan

kelompok usia non produktif. Akibat struktur kelompok usia demikian akan

berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat.

5. Sumber keuangan daerah sangat tergantung kuat dengan Dana Alokasi

Umum, karena sumber pendapatan dari PAD masih belum rrrampu

menjadi sumber pendapatan unggulan selama tiga tahun terakhir.

6. Masih terbatasnya lembaga dan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal

kualitas pelayanan publik, hal ini disebabkan antara lain belum

tersedianya ukuran standard pelayanan prima, perkembangan sarana dan

prasarana pelayanan publik yang dimiliki belum mampu mengimbangi

perkenrbangan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

7 Tingkat kerawanan sosial, akibat penganEguran dan paska konflik masrtr

potensr untuk menggangu ketertiban dan l<eamanan masyaral<at.



8. Kerusakan lingkungan dapat mengancam lingkungan akan lebih

memburuk jika dibiarkan terus.

9. Kebakaran, banjir dan abrasi dapat memperparah kerusakan lingkungan

dan akan mengganggu stabilitas kegiatan perekonomian daerah.

10. Lemahnya pengendalian terhadap ekosistem dalam ruang dan tanah yang

digunakan dan dimanfaatkan.

Berdasarkan perhitungan Indek Kemiskinan (Human Poverty Index = HPI)

dan Indek Pembangunan Manusia (Human Development Index = HDI)

provinsi Kalimantarr Tengah (8PS, BAPFENAS,UI{DP tahun 2001 Can

2004), maka agenda pembanngunan yang mendesak harus dilaksanakan

untuk percepatan pembangunan manusia adalah:

1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan.

2. Peningkatan tingkat harapan hidup.

3. Peningkatan tingkat melek huruf (pemberatasan buta huruf).

4. Peningkatan akses penduciuk terhadap air bersih dan sehat.

5. Peningkatan akses penduduk, khususnya penduduk yang sedang sakit,

terhadap fasilitas kesehatan.

6. Peningkatan kualitas kesehatan dan kepengasuhan balita.
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DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJAhIG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 2006.2025

Rencana pembangunan harus terintegrasi, sinkron dan sinergis, bail< antar

daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

optimalisasi partisipasi dan peran para pelaku pembangunan harus

ditingkatkan secara terkoordinir untut< menjamin tercapainya penggunaan

sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju

masyarakat adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republil<

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan arahan sistem perencanaan nasional dan RPJPD Provinsi

Kalimantan Tengah dengan mempertimbangl<an konteks wilayah, tantangan
pembangunan daerah yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, koridor

kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Barat, serta

dengan mempertitnbangkan situasi masa kini dan prediksi umum kondisi

Kotawaringin Barat mendatang dan amanat pembangunan yang tercantum

dalam pembukaan UUD 1945, maka visi dan misi pembangunan Kabupaten

Kotawaringin Barat dalam jangka 2000 hingga 2o2s adalah seperti yang

diuraikan pada bagian berikut ini.

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2006 -ZAZi

Visi:

Berdasarkan kondisi dan permasalahan umum daerah Kabupaterr

Kotawaringin Barat dan dengan memperhatikan amanat

pembangunan,yaitu cita-cita nasional seperti yang tercanturn dalam

Pembukaan UUD 1945, sejarah pemberrtukan Kabupaten, nilai-nilai luhur

(universil dan lokaf , serta kesepakatan bersama dalam forum
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MUSRENBANG (Selasa, 22 November 2005) maka visi Pembangunan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 -2025 adalah:

KOTAWARIA,G/IV BARAT YANG AMAN, ffiAJU DAN SEJAHTERA,

MANDIRI, DEMOKRAI/S DA,V BERKEADILAN.

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 ini

adalah landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menulu masyarakat

adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

Secara hakiki bahwa visi pembangunan dimaksud, harus dapat diukur untuk

dapat mengetahui tingkat keamanan, kemaiuan dan keseiahteraan,

kemandirian, demokratis dan berkeadilan yang ingin dicapai.

Indikasi terwujudnya kondisi masa depan tersebut adalah ditandai oleh hal-

hal sebagai berikut:

Tingkat keamanan, Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi

masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan

disegala bidang. Selain kekuatan TNI dan POLRI yang telah dipersiapkan

Secara nasional, peran Serta masyarakat dalam penciptaan keamanan

masyarakat akan 
.dikembangkan 

melalui mekanisme pemolisian masyarakat.

Pemolisian masyarakat turut serta bertanggungjawab dan berperan aktif

dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan

kemitraan dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Tingkat Kemajuan dan Keseiahteraan sebenarnya seiring sejalan dan

saling berkaitan bergerak bersama-sama. Kemajuan datt kcsejahteraatt

suatu daerah dapat ditinjau dengan tingkat perkembangan ekonomi dan

tercermin dengan tingkat pendapatan dan pembagiannya. Lebilt iinggi

tingkat pendapatan yang diperoleh dan merata pembagiannya rrtaka suatu

masyarakat didaerah tersebut dapat dikatakan lebih sejahtera dan mal<mur

Bab 3



dan sekaligus maju pula. Sebagai pendorong atau penggerak agar suatu

daerah itu menjadi maju pada umunrnya memiliki suatu kekuatan ekonomi

utama, yaitu dari sektor industri dengan sumber inputnya dari wilayah itu

sendiri dan selanjutnya sektor jasa dan lainya berkembang mengikuti

perkembangan inclustri. Peran sektor industri nranufaktur sebagai

penggerak utama laju perturnbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi

sumbangannya dalam penciptaan PDRB maupun dalam penyerapan

tenaga kerja.

Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor,

terutanra sel<tor industri, Sektor pertanian, dan sel<torsektor jasa-jasa; serta

pemanfaatan sumber alam Secara rasional, efisien, dan berwarvasan

lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya tersusulr dan tertata serta

berfungsi dengan baik, sehingga aktivitas perekonomian dapat berlangsung

secara efisien dengan produktivitas yang tinggi.

Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil.

Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh

ketahanan ekonominya yang terlembaga secara sistemik-

Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu

Daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada

umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu

Daerah dikatakan makin maju apabila tingkat pendidikan penduduknya

semakin tinggi. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta

tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang

berada di daerah yang bersangkutan.

Kemajuan suatu Daerah juga diukur berdasarkan indil<ator kependudukan,

termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara ke riiajuan suatu

daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju

ditandai dengan laju pertumbuhan penCudul< yang lebih kecil; angka

harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih
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baik. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin

dalam produktivitas yang makin tinggi.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, Daerah

yang maju juga ditandai dengan Lembaga politik dan l<emasyarakatan serta

hukum yang fungsional secara mantap. Daerah yang maju juga ditandai

oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek

kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dan pertahanan.

Kemandirian, masyarakat mandiri 6dalah masyaral<at yang mampu

mewujukkan eksistensi kehidupannya dengan kemampuan dan kekuatan

sendiri. Kabupaten Kotawaringin Barat yang ingin diwujudkan bukan hanya

Kabupaten Kotawaringin Barat yang adil, maju dan sejehtera saja, tetapi

juga mandiri. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak

setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang

terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk

mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun

kemandirian.

Kemandirian ini bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Namun

kemandirian yangdi ingin diwujudkan adalah mengenal adanya kondisi

saling membutuhkan dan saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari

dalam kehidupan bermasyaiakat, baik masyarakat dalam suatu Daerah dan

NKRI maupun masyarakat bangsa-bangsa.

Kemandirian suatu Daerah tercermin pada kemampuan memenuhi tuntutan

kebutuhan dan kemajuan pembangunannya sehingga tidak membuat

ketergantungan dan kerawanan sosial dan ekonomi tetapi memiliki daya

tahan dan daya suai yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak

sosial dan perekonomian. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan

ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi

oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari-lrarinya.
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Dengan demikian, kemajuan dan kemandirian suatu Daerah tidak hanya

dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek

yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam

keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan

nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih

mendasar lagi, kemandirian Sesungguhnya mencerminkan sikap Seseorang

atau masyarakat suatu Daerah mengenai dirinya, masyarakatnya, serta

semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena

menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah

budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan

dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial budaya,

maupun keamanan dan ketertiban.

Demokratis, Kotawaringin Barat yang dibangun selain, aman, maju dan

sejahtera, mandiri juga mewujucikan masyarakai yang demokratis. Harus

tercermin dalam suasana kekuatan masyarakat sipil dalam perannya dalam

segala aspel< kehidupan termasuk kemantapan dari kelembagaan

demokrasi dan otonomi daerah. Terjaminnya pengembangan media dan

kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyaral<at.

/nfensifas berkeadilan harus dapat tercermin pada semua aspek

kehidupan. Semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama

dalam meningkatkan tarai hidup dan mendapat lapangan pekerjaan

maupun usaha, memperoleh pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan,

menyampaikan aspirasi dan melaksanakan hak politiknya, serta

perlindungan dan kesamaan didepan hukum. Dengan demikian Kabupaten

Kotawaringin Barat yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk

apapun baik antar individu, gender, dan wilayah.
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3.2. Misi Pembangunan Daerah 2006 - 2025

Dalam mewujudkan masyarakat Kotawanngin Barat yang Anan, Maiu

dan Sejahtera, Mandii, Demokratis dan Berkeadilan dapat ditempuh

melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kobar yang Aman; Misi ini merupakan

upaya Kabupaten Kotawaringin Barat dalanr menjamin masyarakat

selalu merasa aman dari berbagai ganggauan keamanan dalam bentuk

berbagai variasi kejahatan dan berbagai potensi konflik. Terwujudnya

ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis masyarakat untuk

memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mewujudkan tata pemeritahan yang baifc, Misi ini merupakan upaya

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan cita-cita mulia yang

memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan

partisipasi, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsibilitas,

berorientasi pada konsesus bersama, adil, efektif dan efisien, akuntabel.

Misi ini, merupakan misi yang strategis yang menjiwai implementasi

misi-misi lainnya.

3. Meningkaikan kehidupan bermasyarakat yang demokratis, Misi ini

merupakan upaya Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menegakkan

supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan

ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis.

Penegakkan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah

hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan

rasa keberadilan masyarakat.

4. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara

integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya

dukung terhadap pembangunan Caerah. Ketersediaan sarana dan

prasarana umum adalah komponen yang sangat menenfukan daya

saing wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ketersediaan sarana dan
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prasarana umum akan meningkatkan tingkat pengembalian investast

sehingga minat berinvestasi dapat ditingkatkan dan direalisasikan

secara lebih baik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai,

maka komponen biaya dari usaha baru maupun usaha yang telalt

berjalan dapat efisien sehingga daya saing produk liasa yang dihasilkan

dapat ditingkatkan. Bagi masyarakat, ketersediaan sarana dan

prasarana umum merupakan faktor vital dalam peningkatan

kenyamanan hidup.

Mewujudkan pertanian, perlrcbunail, perikanan, peternakan,

kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan

agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelaniutan. Derajat

kemajuan dan kesejatreaan serta kemandirian Kabupaten Kotawaringin

Barat akan berakar dari potensi dan kekayaan alamnya.

Berkeinbangnya bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternal(an,

dan kehutanan merupakan pondasi bagi transformasi struktur

perekonomian dan suatu kemandirian daerah.

Frteningkatitan akselerasi perkembangan l(operasi (sebaEai uraf

nadi ekonomi kerakyatanl dan UKM serfa Cunia usaha yang saling

terkait dengan sisfem berjaringan antar usaha dan antar daerah,

khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan- Bertambahnya

jumlah, jenis dan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi

(sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) akan berpengaruh pada tingkat

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian perlu

dicatat bahwa perkembangan lebih lanjut akan sulit terurujud, jika usaha-

usaha tersebut tidak berbasis pada potensi dan keunggulan rvilayah

serta tidak memiliki jaringan usaha yang kuat, baik antar usaha maupun

antar wilayah. Usaha yang tidak berbasis pada potensi dan keunggulan

wilayah serta berlaringan akan sulit dalam mencari bahan baku, dan

bilapun mampu berkembang, justru aka;r menyerap daya beli

masyarakat ke luar Daerah Kotawaringin Barat. Dengan demikian, maka

perkembangan usaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan

6.
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daerah serta berjaringan akan mampu menarik daya beli dari luar

wilayah melalui ekspor hasil usahanya. Dampak pengganda (multiplier)

dari sisten kegiatan usaha demikian akan dapat lebih ditingkatkan jika

kemitraan antar usaha dan antar daerah dapat dibangun sesuai prinsip-

prinsip, nilai-bilai dasar dan sistem ekonomi yang dibangun mengakar

berbasis kerakyaratan.

Membangun dan mengembangkan budaya pembelaiaran yang

mendidik secara merata dan adil pada semua ienis, ialur dan

jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yanE beriman,

beftakwa, bermoral, c-erdas, kreatif, dan inovatif serta merniliki daya

saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Kapasitas

sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh budaya belajarnya. Hal

yang sama juga berlaku bagi lembaga; kapasitasnya akan dapat

ditingkatkan secara berkesinambungan bila lembaga tersebut mampu

menjadi leaming organization. Berdasarkan kondisi seperti ini, maka

pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang harus dapat

mewujudkan budaya belajar bagi peserta didiknya. Selain itu, lembaga

pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang harus mampu menjadi

leaming organization agar selalu mampu melaksanakan tugas pokok

dan fungsi idealnya secara lebih berhasil dan berdaya guna. Dengan

cara seperti ini, kecepalan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

dapat lebih ditingkatkan. Peningkatan akses masyarakat terhadap

pendidikan, penuntasan wajib belajar, peningkatan kualitas sarana dan

prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta

aspek lain dari pendidikan harus diprioritaskan.

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup

secara berkelanjutan. Sehat dan berumur panjang merupakan faktor

utama pembentuk kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan semua

peluang yang dihadapi untuk peningkatan kesejahteraannya. Dengan

terwujudnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup, mal<a

upaya peningkatan kesehatan akan semakin semakrn meningkat l<arena

o(J-
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masyarakat al<an lebih aktif dalam upaya untuk meningkatkan kualitas

gizi, kesehatan ibu hamil, anggota keluarganya, kualitas kesehatan bayt

dan balitanya, kesehatan lingkungan, serta pengendalian dan

pencegahan PenYakit menular.

g. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah

dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok

masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan

dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara

berkesinambungan. Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan

harus dapat direspon secara cepat dan tepat. Oleh karena itu sejak

mulai sekarang perlu dibangun suatu kemitraan yang sistematik antar

para pihak,.khususnya pemerintah daerah dan masyarakat setempat,

serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat agar

pencegahan dan kecepatan penanggulangan permasalahan sosial

kemasyarakatan dapat ditingkatkan secara signifikan.

10. Mewujuclkan peningkatan kualitas kependudukan dan

ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah

raga di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Unit sosial

terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Pemarnpuan keluarga

merupakan salah satu pilihan dalam strategi pembangunan manusia-

Keluarga yang fungsiQnal, mampu menjalankan fungsi ekonomi dan

fungsi psikologi dan sosial, akan menentukan kapasitas anggota

keluarga tersebut. Peningkatan kemampuan belajar, etos kerja dan

semangat juang, serta kondisi kesehatannya tetap dimulai dari keluarga.

Selain itu, dalam upaya pencegahan (antisipasi) kemiskinan, maka

peningkatan kualitas keluarga menjadi sangat vital dan strategis.

Peningkatan kualitas kependudukan akan meningkatkan kuantitas dan

kualitas tenagakerja. Berdasarkan kondisi seperti itu, dalam rnlsi ini juga

perlu cliupayakan pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan

kualitas hubungan industrial. Hal irri sedenrikian karena sangat terkait
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dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita dan mengurangi

kerentanan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah-

pengurangan pada pengangguran harus disebut secara eksplisit agar

koordinasi kegiatan antar satuan kerja menjadi semakin vital sehingga

percepata n pen i ngkatan kesejahteraan masyarakai dapat d itingkatkan.

11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

serasi dalam mendukung fungsi ekonorni, sosial dan budaya

masyarakat Secara berkesinambungan. Alam dan ekosistem tempat

manusia hidup memberikan manfaat yang luar biasa bagi peradaban

manusia. Alam dan ekosistem tersebut merupakan pinjaman dari anak

cucu kita. Sehubungan demikian, bahwa keterkaitan lingkungan hidup

dengan kebeiadaan -faman Nasional Tanjung Puting di Kotawaringin

Barat secara khusus, maka Kobar beserta seluruh elemen masyarakat

dapat turut serta berperan aktif dalam upaya memelihara kelestarian dan

keamanan TNTP tersebut sebagai asset daerah dan asset nasioanal

bahkan asset internasional secara berkelanjutan. Lingkungan hidup

harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana tanpa mengganggu

kelestariannya sepanjang waktu.

l2.Mengoptimalkan produlctivitas pemanfaatan dan pengendalian

ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ruang dan unit-

unit wilayah harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemerataan

pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kata

produktivitas yang ada dalam misi ini mengis;rapatl<an bahwa ruang yang

belum termanfaatkan dapat ditingkatkan pemanfaatannya sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku dan tanpa menggangu

l<eseimbangan ekosistem. Selain itu, keterkaitan antar unit wilayah

dikembangkan dan dikendalikan untuk mengurangi biaya-biaya sosial

dan ekonomi serta dampak negatif yang mungkin muncul di tahun-tahun

yang akan datang.
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3.3. Prinsip-Prinsip Dan Nilai-Nilai

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai oraganisasi yang perlu dikembangkan untuk

mencapai visi dan misi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah

sebagai berikut.

A. Prinsi-prinsip

Demokrasi; Menlujung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam

kehidupan masyarakat

Partisipasi; Setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan

keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi

legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Transparansi; Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus

informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang

membutuhkan. lnformasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

Akuntabilifas; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sel<tor

swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-

lembaga pemangku kepentingan.

Desentra/isasf; Penyerahan sebagian wewenang kepada bawahannya,

dalam arti secara hirarki struktural seperti misalnya dari pinrpinan

kepada staf, dari propinsi kepada kabupaten, dari kabupaten kepada

kecamatan, dari kecamatan kepada lurah.

B. Nilai-nilai

Keadilan; Sikap dan tindakan seseorang aparatur yang memperlakukan

orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan

memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.

Kebersamaan dalam keragaman; menunjukkan tingkah laku secara

spontan demi kepentingan dan tujuan yang sama.

Kesetaraan; Semua bagian organisasi akan bel<erja sesuai dengan

fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil

akhir bagi organisasi secara keseluruhan;

Bab 3



Kerjasama', Komitmen diantara anggota organisasi uniuk saling

mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang

mementingkan bagian organisasinya sendiri;

Disiplin; Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-

prinsip tertentu;

Tanggungjawab; Kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah

wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan;

Kemandirian; Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak

bergantung pada pihak lain;

Integritas; Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian,

kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan

kepercayaan'dan rasa hormat;

Profesional; Terampil, handal, dan bertanggungjawab dalam

menjalankan profesi.
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ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

ABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2006 - 2025

r. Umum

Misi untuk mevrujudkan visi Kabupaten Kotawaringin Barat yang Aman,

Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan dijabarkan

dalam arah pembangunan daerah. Bab ini akan menguraikan arah

pembangunan daerah dari tiap misi.

Arah Pembangunan Daerah untuk Visi Pembangunan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2006 - Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, yang diarahkan melalui:

a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memelihara ketertiban

dan keamanan masyarakat.

b. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai

gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.

c. Meningkatnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan keamanan

kepada masyarakat.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, yang diarahkan melalui:

a. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme serta kesejahteraan

aparatur pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, khususnya pelayanan

dasar.

c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintalt daerah.

d. Meningkatnya disiplin aparatur pada kebijakan dan peraturan yang

telah ditetapkan.
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e. Meningkatnya kuantiitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja.

f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

Tercukupinya Sarana Dan Prasarana Umum Secara Integratif Dan

Komprehensif Dalam Rangka Peningkatan Daya Dukung Terhadap

Pembangunan Daerah, yang diarahkan melalui:

a. Meningkatnya ketepatan, kualitas prioritas pembangunan,

peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.

b. Meningkatnya peran serta masyarakat dan atau swasta dalam

pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

umum.

c. Meningkainya kinerja pelayanan bidang sarana dan prasarana umum.

Terwujudnya Kotawaringin Barat Yang Demokratis Berlandasl<an

Hukum, yang diarahkan melalui:

a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber

pada Pancasila dan UUD 1945 serta tertatanya sistem hukum

naional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomdatif dan

aspiratif. '

b. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan

politik yang dapai diukur dengan adanya pemerintah yang

berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral,

masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyrakat ekonomi yang

rnandiri, serta adanya kemandirian daerah.

Terwujudnya Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan,

Kehutanan Yang Berorientasi Agribisnis Untul< Pengembangan

Agroindustri Dan Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan, yang

diarahkan melalui.

a. Tenn,ujudnya pemenuhan akan kebutuhan dan ketahanan pangan.

4.

5.
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Terwujudnya peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan

memasarkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan,

perikanan, peternakan, kehutanan yang mampu berdaya saing

nasional dan internasional.

Terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga

kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya

kehidupan manusia yang berkelanjutan.

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung

ekonomi dengan memperhatikan dan tetap menjaga kelestariannya.

Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien,

optimal, adil dan terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga

mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala

sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan.

Terwujudnya peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik untuk

meningkatkan kualitas pelayanan

f.

6. Meningkatnya akselerasi perkembangan koperasi dan ukm serta

dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah,

khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang

saling terkait antar qsaha dan antar daerah, yang diarahkan melalui:

a. Meningkatnya jumlah pembukaan usaha baru, penyerapan tenaga

kerja khususnya UKM dan Koperasi yang berbasis potensi dan

Keunggulan Daerah

b. Meningkatnya perkembangan dan daya saing usaha-usaha yang

telah berdiri

c. Berkembangnya usaha sentra, Koperasi Simpan Pinjam/ tJsaha

Sentra Produksi - Koperasi (KSPiUSP-Kop).

d. Terurujudnya kinerja pelayanan perizinan dan pengau./asan perizinan

serta fasilitasi pengembangan UKM

e. Terwujudnya stabilitas perekonomian wilayah Kotawaringin Barat.

d.

Beb 4



7. Terbanguh dan berkembangnya budaya pembelajaran yang

mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan

jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman,

bertakwa, cerdas, kreatif, terampil, inovatif dan tebal semangat

kebangsaan serta memiliki daya saing yang dapat menja\.ryab

kebutuhan masyarakat, yang diarahl<an melalui oleh:

a. Mempercepat peningkatan kualitas dan aksesbilitas Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Menengah dan pendidikan

tinggi.

b. Mempercepat peningkatan kualitas pendidikan Non Formal, budaya

pembelajaran, Kepustakaan dan kerasipan.

c. Terwujudnya kualitas, kuantitas, kesejahteraan, dan penyebaran

tenaga pendidik secara adil.

d. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan, penelitian dan

pengembangan teknologi dan informasi pendidikan

e. Terlembaganya keragaman budaya untuk peningkatan kualitas hidup

bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

8. Terwujudnya, Derajat Kesehatan Masyarakat Dan Kualitas Hidup

Secara Berkelanjutan, diarahkan melalui.

a. Terwujudnya Kualita, O"n Kuantitas derajat kesehatan masyarakat.

b. Terwujudnya Sosialisasi Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup

Sehat

c. Terwujudnya kualitas Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat

Sejak Usia Dini

d. Terwujudnya Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

dan Pengembangan Sistem Jamitran Kesehatan I erutama Bagi

Penduduk Miskin

e. Terkendalinya peredaran Obat dan Makanan serta Ketersediaan

Obat
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f. Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Jumlah,

Jaringan dan Kualitas Puskesmas hingga Kedaerah Terpencil.

g Terwujudnya Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan

(). Terwujudnya Kemitraan Yang Sistematis Antara Pemerintah Daerah

Dan Masyaral<at Serta Penguatan Partisipasi Kelompok-Kelompok

l!{asyarakat Bagi Pencegahan Dan Peningkatan Kecepatan

Penanggulangan Masalah Sosial l(emasyarakatan Secara

Berkesinambungan, yang diarahkan melalui:

a. Terwujudnya efektivitas penanganan masyarakat penyandang

masa lah. kesejahteraan sosial

b. Terwujudnya berbagai bentuk kemitraan dan Aktualisasi Potensi

l(apital Sosial yang melembaga dalam penanggulangan masalah

sosial

c. Terwujudnya inisiatif, prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap

bencana alam dan sosial

d. Terwujudnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender Serta Kesejahteraan

dan Perlindungan Anak

10. Terwujudnya Penipgkatan Kualitas Kependudukan Dan

Ketenagakerjaan, Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda Dan

Olah Raga Di Seluruh Wlayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang

diarahkan melalui:

a. Terwujudnya Kualitas Manajemen Pelayanan Kependudul<an,

Keluarga Kecil dan Berkualitas.

b. Tenrrujudnya Distribusi Atokasi Peiiduduk yang Seinrbang antar

Kecamatan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

c. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Prestasi Kepemudaan dan

Keulahraoaan.
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d. Terwujudnya Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan, Perluasan

Lapangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Peningkatan

Kesempatan Kerja Produktif, dalam Rangka Mengurangi Penganggur

dan Setengah Penganggur, baik di Perdesaan maupun Perkotaan.

e. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

f. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pekerja dan

Pengusaha serta Perlindungan Tenaga Kerja.

ll.Terwujudnya Fungsi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Yang Lestari Dalam Mendukung Fungsi Ekonomi, Sosial Dan

Budaya Masyarakat Secara Berkesinambungan, yang diarahkan

melalui:

Terwujudnya Kapasitas Sarana, Prasarana Dan Teknologi yang

Memadai Dalam Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan

Hidup

Terwujudnya Wadah Koordinasi Pengendalian Lingkungan yang

Bersifat Lintas Sektoral dan Lintas Pelaku yang Berkelanjutan.

Terwujudnya Kesadaran dan Ketaatan Terhadap Peraturan

Perundangan-Undangan Lingkungan Hidup

d. Terwujudnya Pola Pemanfaatan Sumber Daya

f.

kebersinambungan.

Terwujudnya Keberdayaan Perusahaan, Masyarakat Dalam

fulenyeimbangkan Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Secara Serrdris.

Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan disegala bidang.

Terkendalinya ekspk.,rasi dan eksploitasi sumberdaya alam dengan

memperhatikan kelestarian lingkungannya.

)

b.

c.

Atam

e.
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l2- optimalnya produktivitas pemanfaatan, pengendarian Ruang Dan
Kawasan Hutan sesuai Dengan Aturan Hukum yang Berraku, yang
diarahkan melalui:

a' Terwujudnya tertib hukum tata ruang, kawasan hutan dan
pertanahan

b' Terwujudnya tertib administrasi tata ruang, kawasan hutan dan
pertanahan

c' Tenvujudnya tertib penggunaan tata ruang, kawasan hutan
danpertanahan

d. Terwujudnya pemeliharaan tata ruang, kawasan hutan dan
pertanahan

4,2. Bidang-Bidang

1. Sarana dan prasarana

A. Pembangunan, peningkatan Dan pemeriharaan sarana Dan
Prasarana Umum

Pembangurian, peningkatan dan pemeriharaan sarana
prasarana umum diarahkan untuk

1. Meningkatnya fungsi perabuhan Kumai, Bandara Iskandar daram
rangka mobirisasi ekonomi, arus barang, jasa dan orang.

2. Meningkatkan kerancaran arus raru rintas barang, jasa dan orang
pada semua jenis moda.

3. Meningkatnya kerancaran transportasi darat, raut, udara, sungai,
danau dan penyeberangan.

4. Meningkatkan pelayanan umum.

5' Mcningkatnya kuaritas sarana dan prasarana perumahan,
permukiman' ringkungan sehat, dan komunitas perumahan.

dan
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Meningkatnya kualitas pengembangan witayah strategis dan

cepat tumbuh, kawasan tertinggal, dan keterkaitannya antar

perkotaan.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sehat

dan meningkatnya pengelolaan air limbah.

Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan.

Meningkatkan perlindungan kawasan pantai dan tebing sungai.

B. Peran Serta Masyarakat Dan Swasta Dalam Pembangunan

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Umum

Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam

pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana umum diarahkan

untuk:

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan,

peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum

lingkungan sekitarnya.

Meningkatnya kualitas ketertiban bangunan dalam kawasan

keselamatan setiap operasi: pelabuhan, penyeberangan,

terminal- terminal, dan penerbangan.

Meningkatnya 
-. 
kualitas kemitraan pemerintah dengan swasta

dalam penyediaan sarana dan prasarana Jalan dan Jembatan,

Angkutan Sungai Danau dan penyeberangan (ASDP), serta

perumahan dan permukiman.

B.

\.1

o.

7.

1.

2.

3.
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c. l(inerja Pelayanan Bidang Sarana Dan Prasarana Umum-

Peningkatan Kinerja pelayanan bidang sarana dan prasarana umum

ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kemampuan penerapan teknologi konstruksi dan

uji mutu konstruksi.

2. Meningkatnya kebijakan pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan prasarana dan sarana umum

2. Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan

Ketahanan Pangan.

A. Pemenuhan Kebutuhan Dan Ketahanan Pangan

Peningkatan pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan ini

diarahkan untuk.

" Meningkatnya ketahanan pangan di tiap Kecamatan.

B. Menghasilkan, Mengolah Dan Memasarkan Berbagai Jenis

Produk Yang Mampu Berdaya Saing Nasional Dan Internasional

Peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan

berbagaijenis produk yang mampu berdaya saing untuk:

. Terwujudnya struktur perekonomian yang dibangun dari sektor

agribisnis dan agroindustri yang maju dan kompetitif.

C. Keseimbangan Ekosistem Yang Mampu Menjaga Kelestarian

Alam

Peningkatan keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam

diarahkan untuk:

. Terjaganya kondisi keseimbangan ekosistem sektor pertanian,

perkebu nan, perikanan, peternakan, kehutanan
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D. Kesejahteraan Petani Dan Nelayan

Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan diarahkan untuk.

" Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan berbasis pada

pengelolaan pertanian dan perikanan yang maju dan kompetitif.

E. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Dalam flulendul<ung

Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestariannya

Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan diarahkan untuk:

1. Meningkatnya jumlah produksi, mutu, nilai tambah dan

pemasaran produk hasil perikanan.

2. Meningkatnya kekayaan populasi dan stock ikan melalui

pengembangan reservasi usaha budidaya serta terpeliharaynya

ekosistem sumberdaya hayati.

F. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Secara Efisien

Optimal, Adil Dan lllenjaga Keseimbangan Ekosistem

Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan diarahkan untuk:

1. Meningkatnya keteraturan dan ketertiban pemanfaatan dan

realisasi potensi sumberdaya hutan.

Meningkatnya luas dan kualitas hutan tanaman.

Menguatnya peran masyarakat sekitar hutan untuk dapat

berperan sebagai pelaku pengelolaan hutan yang sesungguhnya.

G. Peningkatan Kualitas Fasilitas Dan Sarana Fisik Untuk

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik untuk peningkatan

pelayanan ini diarahkan untul<:

" Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sektor

pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

2.

J.
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3. Pelayanan Penanaman Modal.

Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal diaralrkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman nrodal.

2. Bertambah dan berkembangnya penanaman modal.

4. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dunia Usaha

A. Peningkatan Jumlah Pembukaan Usaha Baru

Peningkatan jumlah pembukaan usaha baru ini diarahkan untuk.

1. Meningkatnya jumlah pembukaan usaha baru, khususnya yang

berbasis potensi dan keunggulan daerah

2. Meningkatnya jumlah pembukaan usaha koperasi pada lapangan

usaha yang potensial sesuai dengan potensi dan keunggulan

daerah

B. Peningkatan Days Saing Usaha-Usaha Yang Telalr Berdiri

Peningkatan daya saing usaha ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya daya saing usaha di Kotawaringin Barat.

2. Meningkatnya kinerja koperasi pada semua jenis lapangan usaha

sesuai dengan tantangan dan peluang yang dihadapinya.

3. Meningkatkan ekspor.

C. Sentra Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Produktif Koperasi

Peningkatan sentra, Koperasi Simpan Pinjam, Usaha Produktif

Koperasi diarahkan untuk:

1- Meningkatnya kemampuan dunia usaha dalam meningkatkan

C-ya saing Koperasi pada semua sektor.

2. Meningkatnya sentra Koperasi Simpan Pinjam, Usaha Produktif

Koperasi dalam peningkatan aksesibilitas lapangan usaha.

3. Meningkatnya peran lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi

profesi dalam pengembangan daya saing usaha
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D- Kinerja Pelayanan Perizinan Dan Pengawasan Perizinan Serta

Fasilitasi Pengembangan UKM

Peningkatan pelayanan perizinan dan pengawasan serta fasilitasi

pengembangan UKM diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan usaha.

2. Terkendalinya aktivitas-aktivitas perusahaan yang berdampak

negatif terhadap lingkungan hidup bagi masyarakat.

E. Stabilitas Perekonomian

Peningkatan stabilitas perekonomian diarahkan untuk:

1. Meningkatnya ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dari

sembilan bahan pokok, Bahan Bakar Minyak serta barang-barang

strategis lain sesuai dengan kondisi permintaannya

2. Meningkatnya kepastian transaksi perekonomian.

3. Meningkatkan pengawasan pembinaan dan pengendalian

perekonomian daerah.

5. Kependudukan, Ketenagakerjaan, Keluarga Kecil Berkualitas serta

Pemuda dan olah Raga

A. Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Kependudukan Dan

Keluarga Kecil Berkualitas

Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kependudukan ini

diarahkan untuk:

1. Terkendalinya pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk

2. Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan keluarga kecil yang

berkualitas sebagai pusat pembelajaran dan pembudayaan nilai-

nilai

3. Meningkatnya Penguatan kelembagaan kelompok usaha

peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).
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B. Distribusi Dan Alokasi Penduduk Yang Seimbang Antar Kota

Kabupaten Dan Kecamatan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan

b'lasyarakat

Distribusi dan alokasi penduduk ini diarahkan untuk:

. Meningkatnya peran dan kualitas program transmigrasi sebagai

strategi mempercepat pengembangan wilayah untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

C. Peningkatan Kualitas Dan Prestasi l(epemudaan, Keolahragaan

Dan Kepramukaan

Peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan ini diarahkan untuk:

1. Mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat

dalam pembangunan kepemudaan, olah raga dan pramuka.

2. Meningkatnya wawasan dan sikap mental pemuda dalam

pembangunan.

3. Meningkatnya prestasi olah raga mulai dari tingkat kecamatan,

kabupaten, provinsi dan tingkat nasional.

4. Meningkatnya partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk

mendukung pendanaan dan pembinaan olah raga.

5. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana olah raga.

D. Perluasan Lapangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Dan

Peningkatan Kesempatan Kerja Produktif, Di Perdesaan Maupun

Perkotaan

Perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan

peningkatan kesempatan kerja produktif ini diarahl<an untuk:

" Mengurangi tingkat pengangguran dan setengah penganggur,

baik yang bertempat di perdesaan maupun di perkotaan
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E. Peningl<atan Kualitas Dan Produktivitad Tenaga Kerja Produktif

Peningkatan kualitas dan produktivitas angkatan kerja ini diarahkan

untult:

. Meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga

kerja dan produktivitas

F. Pelembagaan Hubungan Industrial Yang Harmonis

Pelembagaan hubungan industrial ini diarahkan untuk:

. Terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara

pelaku produksi(pemilik maupun pekerja) dengan suasana

kekeluargaan dan demokratis.

6. Pendidikan

A. Mempercepat Peningkatan Kualitas PAUD (Pendidikan Anak

Usia Dini), Pendidikan Dasar Dan Menengah

Percepatan peningkatan kualitas PAUD, pendidikan Dasar dan

menengah diarahkan untuk:

o Meningkatnya kualitas lulusan PAUD, pendidikan dasar dan

menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaltu

B. Mempercepat eeningtatan Kualitas Pendidikan Non Formal,

Budaya Pembelajaran, Keperpustakaan Dan Kearsipan

Percepatan peningkatan kualitas pendidikan non formal, budaya

pembelajaran, perpustakaan dan kearsipan ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya fungsi satuan-satuan pendidikan non formal.

2. Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam

pembangunan pendidikan non formal.

3. Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dan

kearsipan dengan penyediaan sarana dan prasarana
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perpustakaan dan kearipan, pusat-pusat pembelajaran

masyarakat untuk menunjang budaya belajar masyarakat.

4. Penguatan sinerji antara perpustakaan dan kearsipan nasional,

provinsi dan kabupaten/kota dan jenis perpustakaan lainnya

dengan perpustakaan di satuan pendidikan dan taman bacaan

masyarakat.

5. Tersosialisasi budaya pembelajaran dan jam belajar masyarakat

kepada orang tua, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh

masyarakat.

C. Peningkatan Kualitas Pendidik Secara Adal Di Kabupaten

Kotawatingin Barat

Peningkatan kualitas pendidik ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan penyebaran tenaga

pendidik baik pada pendikan formal maupun non formal.

2. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik yang didasarkan

pada prestasi dan Profesi.

3. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik di lokasi terpencil

D. Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan, Penelitian Dan

Pengembangan Teknologi lnformasi Pendidikan

Peningkatan kualitas manajemen pelayanan, penelitian dan

pendidikan dan pengembangan ini diarahkan untuk:

" Meningl<atnya kualitas manajemen di satuan-satuan pendidikan

dan pusat-pusat Pembelajaran.
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E. Pengelolaan Keragaman Budaya Untuk Peningkatan Kualitab

Hidup Eangsa Yang Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan

Bangsa

Pegelolaan keragaman budaya ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya pelembagaan (pembudayaan) nilai-nilai [udaya,

sejarah peninggalan kerajaan Kobar.

2. Meningkatnya fungsi objek-objek wisata di Kabupaten

Kotawaringin Barat sebagai pusat pelembagaan (pembudayaan)

nilai-nilai budaya, sejarah peninggalan kerajaan Kobar.

3. Meningkatnya dialog antar budaya lokal dan nasional untuk

memperkuat kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara serta

penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

F. Pengembangan Perguruan Tinggi Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat

Peningkatan pengembangan perguruan tinggi di daerah diarahkan

untuk:

1. Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana penyelenggaraan

pendidikan tinggi.

2. Peningkatan penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi

(Pendidikan daq Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada

masyarakat).

3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

dan mutu pendidikan tinggi.
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7. Kesehatan Masyarakat

A. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Tenaga Kesehatan

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan ini diarahkan

untuk:

Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk

pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah

sakit.

B. Sosialisasi Kesehatan Lingkungan Dan Pola Hidup Sehat

Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat ini diarahkan

untuk:

1. Membudayanya pola hidup sehat dan bersih

2. Meningkatnya peran masyarakat dalam peningkatan kualitas

kesehatan lingkungan

C. Peningkatan Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat Sejak

Usia Dini

Peningkatan pendidikan kesehatan ini diarahkan untuk:

Terwujudnya upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos

pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan

sekolah) dan generasi muda

D. Penataan Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Dan Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Terutama Bagi

Penduduk Miskin

Penataan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan ini

diarahkan untuk.

1. Terlaksananya jbminan pembiayaan kesehatan masyarakat

secara kapitasi dan pra upaya terutama bagi penduduk miskin

yang berkelanjutan
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2. Meningkatnya kualitas pelayanan pui;at-pusat kesehatan

masyarakat, baik yang dikelola masyarakat maupun yang dikelola

oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat'

E. Peningkatan Pengawasan obat Dan Makanan serta

Ketersediaan Obat

Peningkatan pengawasan obat dan makanan serta ketersediaaan

obat ini diarahkan untuk.

1. Meningkatnya jaminan keamanan pangan dan pengendalian

bahan berbahaYa

2. Terkendalinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif

(NAPZA)

3. Meningkatnya mutu, khasiat dan keamanan produk terapetik/obat,

perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen

makanan dan Produk kosmetika

4. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan baku mutu

5. Meningkatnya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

6. Meningkatnya keterjangkauan penduduk miskin terhadap obat

dan perbekalan kesehatan

7. Meningkatnya pemanfaatan obat bahan alam Indonesia

8. Terwujudnya standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia

F. Peningkatan lJpaya Kesehatan Masyarakat Dan Peningkatan

Jumtah, Jaringan Dan Kualitas Puskesmas Hingga Ke Daerah

Terpencil

Peningkatan upaya kesehatan masyarakat ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya Pelayanan kesehatan penduduk miskin di

puskesmas dan jaringannYa

2. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar yang mencakup

sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak,
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keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan,

pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar

3. Terwujudnya Peningkatan imunisasi

4. Terlaksananya Peningkatan pendidikan gizi

5. Tertanggulanginya kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan

kekurangan zat gizi mikro lainnYa

6. Meningkatnya keberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi

G. Peningkatan Usaha Kesehatan Perorangan

Peningk'atan upaya kesehatan masyarakat ini diarahkan untuk:

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di

Rumah Sakit Kelas llt.

2. Tersedianya sarana dan prasarana serta peralatan dan

perbekalan rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah

dan masyarakat dengan prioritas pada kabupaten hasil

pemekaran.

3. Termanfaatkannya sarana rumah sakit / Puskesmas serta

jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Polindes) dengan

memberikan pelayanan kesehatan prima.

8. Kesejahteraan Sosial

A. Penanganan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

ini diarahkan untuk: '

1. Meningkatnya kualitas hasil Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

2. Meningkatnya kualitas hasil Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Korban Penyalahgunaan NAPZA
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3. Meningkatnya kudlitas hasil Rehabilitasi Sosial Penyandang

Cacat

4. Meningkatnya kualitas Pelayanan dan Perlindungan

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

5. Meningkatnya kualitas pembinaan dan Perlindungan

Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar

6. Meningkatnya kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak

Cacat

7. Meningkatnya cakupan dan kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi

anak Nakal

B. Pengernbangan Kemitraan Dan Aktualisasi Potensi Kapital

Sosial Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial

Pengembangan kemitraan dan aktualisasi potensi sosial dalam

penanggulangan masalah kesejahteraan sosial ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya keberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Masayarakat dalam melaksanakan fungsi pelayanan

kesejahteraan sosial

2. Meningkatnya keberdayaan Karang Taruna dalam kerangka

berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial

3. Meningkatnya keberdayaan LSM, Organisasi Sosial dan PMI

dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial

4. Meningkatnya kualitas hasil Kerjasama Lintas Sektor Dunia

Usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

5. Meningkatnya Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial

Berbasis Masyarakat

6. Meningkatnya Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan

Kesetiakawanan Sosial

7. Meningkatnya peran serta PKK dalam pembangunan dengan

mengembangkan secara nyata '10 (sepuluh) programnya untuk

kesejahteraan keluarga.
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8. Meningk-atnya keberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

9. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan desa dan Masyarakat.

10. Meningkatnya kualitas dan kapasitas modal sosial yang ada

dalam mendukung Pembangunan.

C. Pengembangan lnisiatif, Prakarsa Dan Kebijakan Antisipasif

Terhadap Bencana Alam Dan Sosial

Pengembangan inisiatif dan prakarsa dan kebijakan antisipatif

terhadap bencana alam dan sosial ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pencarian dan

Penyelamatan Musibah Bencana Lainnya (SAR)

2. Meningkatnya keberdayaan Sosial Korban Bencana

3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan

D. Kesetaraan Dan Keadilan Gender Serta Kesejahteraan Dan

Perlindungan Anak

Kesetaraaan dan keadilan hgender ini diarahkan untuk:

1. Terwujudnya Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi

affirmasi (keberpihakan), terutama di bidang pendidikan,

kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial, politik dan

hukum

2. Terwujudnya peningkatan upaya perlindungan perempuan dari

berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termsuk

upaya pencegahan dan penanggulangannya

3. Terwujudnya ketersediaan perangkat hukum dan kebijakan

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan pe!-empuan

diberbagai bidang Pembangunan

4. Meningkatnya hasil komunikasi, informasi dan ecukasi (KlE) bagi

peningkatan kualitas hrCup dan perlindungan perempuan
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Terwujudnya kebijakan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan

anak, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum

dan ketenagakerjaan

Meningkatnya hasil komunikasi, informasi dan edukasi (KlE)

program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak serta

kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

Mewujudkan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin

Barat termasuk pusat studi wanita/gender

9. Pariwisata dan Seni BudaYa

A. Peningkatalr Daya Saing Pariwisata Melalui Peningkatan

Kualitas Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dan

Pengelolaan Destinasi Wisata Secara Optimal

Peningkatan daya saing pariwisata ini diarahkan untuk:

1. Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan

Kotawaringin Barat (TNP, Kawasan Peninggalan Kerajaan Kobar,

Margasatwa di Sei Siram dan Wisata Alam Lainnya).

2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan

wisata dan aset-aset warisan nilai-nilai budaya asal kerajaan

kobar, nilai-nilai budaya Dayak, dan daerah wisata alam sebagai

objek daya tarik wisata yang kompetitif.

3. Meningkatnya sadar wisata masyarakat Kotawaringin Barat.

4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

5.

6.

7.
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B. Mengembangkan Kebudayaan Daerah Dan Nilai-Nilai Budaya

Daerah

Pengembangan kebudayaan daerah dan nilai-nilai budaya daerah

diarahkan untuk:

1. Pelestarian dan perlindungan nilai-nlai luhur budaya daerah

untuk memperkuat jati diri, meningkatkan harl<at dan martabat

serta kepribadian bangsa.

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat Kotawaringin Barat

menggali nilai-nilai budaya luhur daerah dan menerima nilai-nilai

positif yang berasal dari luar melalui pengembangan karya, cipta,

rasa, dan karsa untuk memperkaya khasanah keanekaragaman

buday'a di daerah.

10.Agama

Berkembangnya kehidupan beragama yang semakin harmonis dan

mendalam yang diarakan untuk:

1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan serta

berkembangnya ahlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual,

moral dan etika.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan dan

pendidikan agama. -

3. Meningkatnya koalitas kerukunan hidup Amat beragama dan

masyaraka{..

4. lvleningkatnya kalitas pelayanan dan pemenuhan sarana dan

prasarana kehidupan beragama.
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11. Pemerintahan

A. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah ini

diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan maing-masing SKPD

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

2. Meningkatnya profesionalisme aparat.

B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dilayanai oleh

masing-masing oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

2. Meningkatnya fungsi hasil Pengaduan Masyarakat untuk

perbaikan kinerja masing-masing SKPD secara berkelanjutan

C. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas ini diarahkan untuk:

Meningkatnya pelembagaan (pembudayaan) akuntabilitas kinerja

perangkat daerah.

D. Penerapan Tata Kelola Perherintahan Yang Baik

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya fungsi DPRD dalam menjalankan hak dan

kewajibannya untuk perceoatan perwujudan kervajiban daerah

otonom.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPRD pada konstituennya

dalam bidang politik

3. Meningkatnya kualitas komunikasi politik
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4. Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan produk hukum

KabuPaten Kotawaringin Barat.

E. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara

Pengelolaan sumberdaya manusia aparatur ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya manusia untuk

mendukung peningkatan kinerja masing-masing SKPD

2. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan aparatur pemerintah.

F. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Peningkdtan kapasitas keuangan pemerintah daerah ini diarahkan

untuk:

1. Meningkatnya hasil dan kinerja pengelolaan dan manajemen

keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyaraKat

2. Meningkatnya kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi.

l2.Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

A. Peningkatan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Taman Nasional

Tanjung Puting, Marga Satwa Di Sei Siram Yang Lestari

Peningkatan pengelolaan dan pemanfatan TNTP, Marga Satwa di

Sei Siram diarahkan:

1. Tersedianya sarana, prasarana pengelolaan dan

pemanfaatannya sehingga mendukung eksistensi dan

kesinambungan dari TNTP sebagai asset nasional dan daerah

serta perhatiar: dunia.

2. Tersedia Sarana, prasarana pengelolaan dan pemanfaatan Marga

satwa cii sei siram sehingga mendukung eksistensi dan

kesinambungannya sebagai obyek wisata alam.
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B. Peningkatan Kualitas Fungsi Kawasan Lingkungan Hidup Dalam

Suatu Sistem Sebagai Penyangga Ekosistem Kehidupan Agar

Terwujud Keseimbangan, Keselarasan Dan Keserasian.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan suatu kawasan

lingkungan hidup dalam suatu sistem meliputi fungsi kawasan

lindung dan kawasan budidaya yang secara otomatis dan alami

merupakan subsistem lingkungan regional, nasional dan dunia.

Peningkatan kualitas fungsi kawasan lingkungan hidup diarahkan:

1. Peningkatan kualitas fungsi kawasan lindung (Hutan Lindung,

Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata dan Suaka

Margasatwa).

2. Peningkatan kualitas fungsi dan pemanfaat konservasi kawasan

budidaya degan tetap menjaga keseimbangan, keselarasan dan

keserasian lingkungan.

3. Peningkatan pengendalian lingkungan dengan mewajibkan

melaksanakan kegiatan AMDAL untuk setiap pemanfaatan

sumberdaya alam pada kawasan budidaya (Hutan Produksi

Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Kawasan pengembangan

produksi, pemukiman dan penggunaan lainnya, areal transmigrasi,

rencana areal transmigrasi, kawasan khusus, danau dan sungai).

c. Peningkatan Kapasitas Sarana, Prasana, Teknologi Dan Sdm

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana teknologi dan SDM ini

diarahkan untuk:

1. Tersedianya sarana, prasarana pengelolaan laboratorium SDA

yang mampu mendukung berbagai kebijakan pengelolaan SDA

dan pelestarian lingkungan hidup.

2. Terwujudnya penemuan serta pemanfaatan teknologi tepat guna

yang mampu mengefisienkan serta mengefektifkan pengelolaan

sumber daya alam
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3. Terwujudnya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro

Hidro (PLTMH)

4.TerwujudnyaPembangunanPusatLisrikTenagaSurya(PLTS)

5.PembangunanPengembanganJaringanListrikTegangan
Menengah SUTM dan SUTR

6. Terwujudnya Pembangunan Genset di instalasi vital nrilii<

pemerintah daerah.

7. Terwujudnya Pemanfaatan Air Bersih Sungai, Air Sumur

Masyarakat, Air Bawah Tanah, Mata Air pada Semua desa

B. Meningkatnya ketertiban penggunaan sumber energi listrik

9. Terwujudnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap

(PLTU) dengan kalori rendah.

D. Peningkatan Kesadaran Dan Ketaatan Terhadap Peraturan

Perundangan Lingkungan HiduP

Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan

perundangan lingkungan hidup ini diarahkan untuk:

1. Mewujudkan kesadaran hukum pada berbagai stakeholder

dae[ahterkaitpengelo|aansumberdayaalamdanpelestarian

lingkungan hiduP,

2. Mewujudkan faSilitasi yang terstruktur terhadap penegakan

hukum lingkungan di daerah

E. Peningkatan Pola Pemanfaatan sumber Daya Alam Yang Aman

Dan Ramah I ingkungan

Peningkatan pola pemanfaatan sumberdaya alam ini diarahkan

untuk:

1. Terwujudnya kapasitas SDM yang handal dalam

mengembangkan serta mengimplementasi pola pemanfaatan

sumber daya yang aman serta ramah lingkungan
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2. Tenvujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA

dan pelestarian lingkungan hiduP

3. Terwujudnya ketertiban pemanfaatan sumber daya

pertambangan yang aman dan ramah lingkungan

4. Terwujudnya ketertiban dalam pengelolaaan sumber daya air

bawah tanah

5. Terwujudnya pelayanan perijinan pertambangan yang responsif

dan memepertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan

lingkungan hidup

6. Terwujudnya koordinasi lintas sektoral dan multi stakeholder

dalam eksplorasi sumber daya pertambangan

7. Terwujudnya pengembangan hutan kemasyarakatan (socra/

forestry)

8. Terwujudnya UKM kehutanan yang maju serta berdaya saing

tinggi

F. Peningkatan Peran Perusahaan Dan Masyarakat Dalam

Menyeimbangkan Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya

Alam Yang Serasi

Peningkatdn peran serta perusahaan dan masyarakat ini diarahkan

untuk:

1. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan dan Wilayah

Pertambangan

2. l;'lelembaganya (terbudayakannya) kearifan lokal dalam

pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam

3. Terwujudnya keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah hutan

datam menjaga keserasian pengelolaan dan pelestarian sumber

daya kehutanan

4. 1-erwujudnya keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah

pertambangan dalam menjaga keserasian pengelolaan dan

pelestarian sumber daya pertambangan
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5. Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan

sumber daya alam

6. Terwujudnya pengembangan hutan masyarakat

7. Terwujudnya Penghijauan/Hutan RakyaU Kebun Rakyat

B. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya perikanan dan

pertambangan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

9. Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam

pengendalian dan pengembangan keanekaragaman hayati

10. Meningkatnya pengawasan dan pengamanan areal eks HPH

11. Meningkatnya pengendalian Limbah 83

13.Tata Ruang dan Pertanahan

A. Peningkatan Tertib Hukum Tata Ruang Dan Pertanahan

Peningkatan tertib hukum tata ruang dan pertanahan ini diarahkan

untuk:

Meningkatnya tertib hukum dan kepastian hukum pemanfaatan dan

penggunaan ruang dan pertanahan

B. Peningkqtan Tertib A,dministrasi Tata Ruang Dan Pertanahan

Peningkatan tertib administrasi tata ruang dan pertanahan ini

diarahkan untuk:

Meningkatnya kualitas output database penatagunaan tanah, yang

meliputi data pemilikan dan penggunaan hak atas tanah serta tanah

terlantar
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c. Peningkatan Tertib Penggunaan Tata Ruang Dan Pertanahan

Peningkatan tertib penggunaan tata ruang dan pertanahan ini

diarahkan untuk:

1. Meningkatnya ketertiban pemilikan dan penguasaan hak atas

tanah (P3HT)

2. Redistribusi tanah sesuai dengan potensi dan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

D. Peningkatan Pemeliharaan Tata Ruang Dan Pertanahan

Peningkatan Tertib Pemeliharaan Tata Ruang Dan Pertanahan Ini

Diarahkan.Untuk:

1. Meningkatnya Kemampuan Para Pihak Pengguna Dan

Pemanfaat Tanah Dalam Pemeliharaan Tanah.

2. Terkendalinya Ekosistem Dalam Ruang Dan Tanah Yang

Digunakan Dan Dimanfaatkan.

E. Penyelesaian Tapal Batas Wilayah

Peningkatan tertib pemeliharaan tata batas wilayah dan pertanahan

diarahkan untuk terwujudnya pen;rg;""r,rn tapal batas wilayah

dengan Kabupaten_Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Seruyan sebagai landasan hukum dan kewenangan pelaksanaan

pemerintahan daerah Kabupaten.
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun

2006 20025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah,

merupakan pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi,

misi dan program calon Kepala Daerah, pedoman dalam penyusunan RPJM

Daerah serta masyarakat didalam penyelenggaraan pembangunan daerah dua

puluh tahun ke depan.

Arah Pembangunan Daerah yang dimuat dalam dokumen ini merupakan jabaran

rinci dari Visi dan Misi yang menjadi prasyarat yang harus benar-benar dapat

mewujudkan visi Kotawaringin Barat.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi KOTAWART|VG|N

BARAT YANG ADIL, MAJU DAN SEJAHTERA sERrA MAND(R|, hendaknya

mendapat dukungan dari:1) Komitmen dari kepemimpinan eksekutif yang kokoh

dan demokratis; 2) Keselarasan dan kesamaan persepsi serta pemahaman

terhadap visi dari seluruh unsuT MUSPIDA; 3) Konsistensi kebijakan pemerintah

daerah; 4) Keberpihakan kepada rakyat; dan 5) Peran serta seluruh elemen

masyarakat.

BUPATI KOTA

H.UJAN SKANDAR, ST

t3ab 5


	1.pdf (p.1-55)
	2.pdf (p.56-109)

